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 Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap 
Kekuatan Kesaksian Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Pencabulan 
Anak (Studi Direktori Putusan No.55/Pid.Sus.2015.Pn.Bms)”Skripsi ini adalah 
hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan  yaitu  bagaimana 
dasar pertimbangan hukum hakim dalam Direktori Putusan Nomor 
55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms tentang tindak pidana pencabulan anak serta bagaimana 
Hukum Acara Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam 
Direktori Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms tentang tindak pidana 
pencabulan anak 
 Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis mengkaji dan meneliti 
untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penelitian dengan menggunakan  
metode  mengumpulkan data secara dokumentasi, yaitu cara memperoleh data 
dengan cara menelaah dokumen. Dengan cara membaca, mengkaji, merangkum, 
menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Direktori Putusan 
Nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms tentang tindak pidana pencabulan anak. 
Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 
yaitu menggambarkan atau menjelaskan kronologi kasus yang telah terjadi, 
kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan yang ditetapkan oleh 
Majelis Hakim dengan  menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa  Warto bin 
Ranudipraja berupa hukuman 3 tahun penjara serta denda 60 juta dengan  
pertimbangan keadilan bagi terdakwa serta terdakwa tidak pernah dihukum dan 
bersikap sopan dalam pesidangan dan untuk  dasar pertimbangan hukum Hakim 
mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Direktori Putusan 
Nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms menurut Hukum Acara Pidana Islam tidak 
sesuai karena seorang saksi haruslah memiliki beberapa kriteria yang diantaranya 
adalah adil, berakal, dan dewasa. Sehingga, kesaksian anak di bawah umur berarti 
tidak dapat diterima, terhadap mereka yang belum memenuhi syarat serta mereka 
belum juga belum bisa dikenakan kewajiban-kewajiban hukuman sehingga dalam  
menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada Hakim atau dalam hal ini 
ulil amri. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam menjatuhkan hukuman 
sebaiknya Hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, serta 
untuk lebih mengedepankan pada kemaslahatan. Sehingga pada akhirnya putusan 
yang dikeluarkan oleh Hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Dan 
didalam kasus ini dapat memberi pembelajaran bagi para orang tua agar lebih 
cermat lagi dalam mengawasi dan mendidik anak,    





































مسب للها نحمرلا ميحرلا  
 لللهدملحا بر ينملاعلا هبو ينعتسن على نيلداواينلدارومأ . دهشأ نأ لا لهإ لاإ  لللها نأدهشأو 
لوسرادممح  لللها . مهللا لص ملسو على علىودممحانديس لها هبحصو ينعجمأ . دعبامأ  
 
 Segala puji kami haturkan kehadirat Allah Swt. yang telah mencurahkan 
berkah, rahmat, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada 
junjungan kita Nabiyullah Akbar Muhammad saw. yang telah menuntun kita dari 
zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni syariat agama Islam. 
 Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Acara Pidana 
Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan 
Anak(Studi Direktori Putusan Nomor55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms)” guna 
melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini tentu tidak lepas dari 
bantuan berbagai pihak. Untuk itu, patut kiranya dalam kesempatan ini penulis 
menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 
yang terhormat : 
1. Bapak Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. 
2. Bapak Dr. H. Masruhan., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. 
3. Ibu Hj Nurul Asiya Nadhifa, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Publik 
Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 
Ampel Surabaya. 



































4. Bapak Suyikno, S.Ag., M.Ag selaku sekertaris Jurusan Hukum Publik Islam 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 
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5. Bapak Nafi Mubarok, M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 
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6. Bapak  Moh. Hatta, S. Ag, MHI selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 
Surabaya. 
7. Bapak Moh. Hatta, S. Ag, MHI sebagai pembimbing yang dengan 
kesabarannya telah membangkitkan semangat dan kepercayaan penulis dalam 
menyelesaikan skripsi yang penulis rasa sebagai pekerjaan yang tidak ringan. 
8. H Mahir Amin M. Fil.i sebagai wali studi penulis yang senantiasa membantu 
penulis selama masa perkuliahan. 
9. Untuk ibu dan ayah serta adik penulis yang setiap hari tiada henti 
melantunkan doa yang tulus dan ikhlas untuk penulis. Tidak ada balasan 
apapun yang bisa penulis berikan untuk semua pengorbanan dan ketulusan 
dalam merawat dan menjaga penulis. 
10. Untuk Putri Kartika Sari. Terima kasih atas  dukungan tiada henti dan 
kesabarannya serta memberikan semangat  untuk  penulis dalam penyelesaian 
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dan kesabarannya dalam menghadapi penulis ketika lelah. 
12. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang telah 
membantu terselesainya skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu 
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 Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis 
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. 
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai 
berikut : 
A. Konsonan 










































































Sumber : Kate L. Turabian. A Manual of Writers of Term Papers, 








































1. Vokal Tunggal (monoftong) 










Catatan : Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku 
jika hamzah berh}arakat sukun atau didahului oleh huruf yang berh}arakat 
sukun. Contoh : iqtid}a@’ (ءاضتقا) 










 ْو َى 
Fath}ah dan ya’ 
 
Fath}ah dan wawu 
ay 
aw 
a dan y 
a dan w 
Contoh : bayna (ينب) 
    : mawd}u@ ‘  (عوضوم) 
3. Vokal Panjang (mad) 








  َاى 
 ْيِى 
 ْو ُى 
Fath}ah dan alif 
Kasrah dan ya’ 




a dan garis di atas 
i dan garis di atas 
u dan garis di atas 
 
  



































Contoh : al-jama@’ah ( ةعاملجا) 
    : takhyi@r (يريتخ) 
    : yadu@ru (رودي) 
B. Ta@’ Marbu@t{ah 
Transliterasi untuk ta@’ marbu@t}ah ada dua : 
1. Jika hidup (menjadi mud}a@f) transliterasinya adalah t. 
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h. 
Contoh : shari@’at al-Islam (ملاسلاا ةعيرش) 
    : shari@’ah isla@mi@yah (ةيملاسإ ةعيرش)     
C. Penulisan Huruf Kapital 
Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau 
kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab – Indonesia mengikuti 
ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter) 
untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan 
huruf besar.





































A. Latar Belakang 
Hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan 
haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi di 
dalam persidangan . Dalam  hukum acara pidana mengatur tentang pembuktian 
dan perihal alat-alat bukti, salah satunya adalah keterangan saksi. Keterangan 
saksi merupakan alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. 
Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam satu pasal 
saja yaitu Pasal 185 KUHAP yang antara lain menjelaskan tentang pengertian 
keterangan saksi, kemudian tentang kekuatan pembuktiannya dan lain 
sebagainya. Adapun dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa alat 
bukti yang sah terdiri dari:
1
 
a. Keterangan saksi  
b.  Keterangan ahli  
c. Surat  
d.  Petunjuk  
e.  Keterangan terdakwa. 
Definisi saksi dan keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. 
Berdasarkan Pasal 1 Butir 26 KUHAP  yang dimaksud dengan saksi adalah orang 
                                                          
1
 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 
1995), 31. 



































yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 
dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan 
ia alami sendiri. sementara itu, Pasal 1 Butir 27 KUHAP menyatakan bahwa 
yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam 
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut 
alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan 
merupakan kewajiban setiap warga negara. Kecuali menjadi saksi yang tidak 
dapat didengar keterangannya dan harus mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini 
diatur dalam Pasal 168 KUHAP, antara lain:
2
 
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 
sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 
terdakwa.  
b.  Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara 
ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena 
perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga  
c.  Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama 
sebagai terdakwa. 
 Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), 
ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, 
martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta 
dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Dalam Pasal 171 
                                                          
2
 Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana, (Yogyakarta: 
Liberty Offset, 1988), 49. 







































a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.  
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.  
Mengingat bahwa anak yang belum lima belas tahun demikian juga orang 
yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, 
yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopath (gangguan kejiawaan) mereka 
ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna secara hukum pidana 
maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dakam memberikan 
keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. 
  Hukum Acara Peradilan Islam (Fikih Murafa’at) adalah ketentuan- 
ketentuan yang di tunjukkan kepada masyarakat dalam usaha mencari kebenaran 
dan keadilan bila terjadi suatu ketentuan hukum materil, hukum acara meliputi 
ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah 
dan mendapatkan keadilan dari hukum apabila kepentingan atau hak-nya 
dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya , tujuan hukum acara peradilan Islam 
adalah untuk mempertahankan dan memelihara hukum materiil
4
 
Kesaksian di dalam Hukum Pidana Islam Seseorang yang hendak 
memberikan kesaksian harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
5
 
a. Dewasa.  
                                                          
3
  Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana, (Yogyakarta: 
Liberty Offset, 1988), 52 
4 Asadulloh Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam (Yogyakarta : Pustka Yustika 2009) Hlm.3 
5
 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Hlm 75 



































b.  Berakal/baliq 
c. Mengetahui apa yang disaksikan.  
d.  Beragama Islam.  
e.  Adil.  
f. Saksi itu harus dapat melihat.  
g.  Saksi itu harus dapat berbicara.  
Selain hal-hal di atas, saksi itu harus memiliki ingatan yang baik, bebas 
dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan), dan tidak adanya paksaan dari 
berbagai pihak. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang saksi agar kesaksiannya 
dapat diterima dihadapan majelis hakim secara rinci tidak dijelaskan dalam  
hukum Islam. Untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa dan 
kejadiannya itu haruslah seorang saksi melihat dan mengalami sendiri peristiwa 
tersebut. mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam 
hukum pidana. Maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam 
memberikan keterangan. Karena keterangan mereka hanya dipakai sebagai 
petunjuk saja. 
Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka penulis ingin lebih jauh 
memaparkan  tentang bagaimana kekuatan kesaksian anak dibawah umur  dalam 
tindak pidana pencabulan dipandang dari sudut Hukum Acara Pidana Islam 
dengan hal-hal tersebut maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun 
skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM   
TERHADAP KEKUATAN KESAKSIAN ANAK DIBAWAH UMUR  DALAM 



































TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI DIREKTORI PUTUSAN 
NOMOR 55/PID.SUS/2015/PN.BMS)” 
 Hal ini dirangka agar dapat membantu kepedulian dan kepekaan terhadap 
hak-hak seseorang untuk hidup tanpa mengabaikan kepekaan aturan-aturan 
hukum baik yang terdapat dalam kitab Undang- undang Perlindungan Anak 
maupun yang telah diatur dalam hukum pidana Islam, sehingga dapat diketahui 
perbandingan antara hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang 
Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia dalam menegakkan dan 
menciptakan keadilan di tengah masyarakat, khususnya  yang menyangkut tindak 
pidana pencabulan  anak dibawah umur  yang dilakukan oleh orang-orang yang 
mengabaikan norma-norma hukum.  
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah 
sebagai berikut: 
1. Pencabulan menurut hukum pidana Islam 
2. Kesaksian anak yang berumur 4 tahun 
3. Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap Kekuatan  kesaksian 
anak di bawah umur 







































C. Batasan Masalah 
 Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup 
permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar : 
1. Dasar pertimbangan hakim terhadap kekuatan kesaksian anak 
dibawah umur dalam tindak pidana pencabulan anak terhadap putusan 
55/Pid.Sus/2015/PN.Bms ? 
2.  Analisis hukum Acara  pidana Islam terhadap kekuatan kesaksian 
anak dibawah umur dalam direktori putusan Nomor  
55/Pid.Sus/2015/PN.Bms ? 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat 
dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap kekuatan            
kesaksian anak dibawah umur dalam tindak pidana pencabulan anak 
di dalam putusan nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms ? 
2. Bagaimana Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap kekuatan 
kesaksian anak di bawah umur dalam putusan nomor 
55/Pid.Sus/2015.PN.Bms? 
  
E. Kajian Pustaka 
  Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang 
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 



































terlihat jelas, bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitihan yang telah ada penulis 
telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sanksi 
tentang penculikan anak. Namun, Skripsi  yang penulis bahas ini sangat 
berbeda dari skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada 
walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang 
mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai antara lain :  
1. Skripsi yang berjudul “Analisis hukum acara Pidana Islam dan hukum 
acara pidana di Indonesia terhadap kekuatan pembuktian saksi 
testimonium de auditu: studi direktori putusan nomor 
08/pid.b/2013/pn-gs tahun 2017 yang ditulis oleh Tarwiyatul K.Nisa 
jurusan HPI(hukum pidana Islam ) dalam karyanya penulis  memuat 
tentang pembuktian kesaksian testimony de auditu perbedaan dari 
skripi penulis adalah penulis akan memfokuskan kepada bagaimana 
kekuatan kesaksian anak dibawah umur dalah sudut pandang hukum 
Acara pidana Islam dan hukum acara pidana. 
2. Skripsi yang berjudul “Legalitas Kesaksian Anak Dibawah Umur 
Untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa Dikaitkan Dengan Asas 
Minimum Pembuktian Dalam Perkara Penganiayaan Anak Oleh 
Orang Tua Kandung (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Sengkang Nomor : 117/Pid/B/2011/Pn.Skg) yang ditulis oleh Ivan 
Nugroho Ardi jurusan hukum tahun 2015 karyanya ditulis memuat 
kesaksian anak dibawah umur dalam legalitas hukum positif yang 



































membedakan dari skripsi penulis adalah penulis menitik beratkan 
pada kekuatan kesaksian dalam hukum acara pidana Islam. 
3. Skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Dalam 
Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur 
(Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor: 122/Pid.B/2009/PN.Pwt) 
yang ditulis oleh Friska Faullina jurusan hukum Universitas Jenderal 
Soedirman tahun 2013 karyanya memuat tentang pembuktian dari 
pihak korban yang dibawah umur. 
  Dari skripsi di atas perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis 
menitik beratkan kepada kekuatan kesaksian anak dibawah umur  dalam 
putusan 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms  tentang tindak pencabulan anak dibawah 
umur   
 
F. Tujuan Penelitian 
  Tujuan penelitihan adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam 
suatu penelitihan. Tujuan penelitihan akan memberikan arah dalam 
pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yaitu: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap kekuatan 
kesaksian anak dibawah umur di dalam putusan 
No.55/Pid.Sus/2015/PN.Bms 
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Acara Pidana Islam  terhadap 
kesaksian anak dalam kasus pencabulan anak didalam  putusan Nomor  
55/Pid.Sus/2015/PN.Bms 



































G. Kegunaan Hasil Penelitian 
 
  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua 
aspek, yaitu : 
1. Manfaat teoritis 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu 
hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas 
cakupan tindak pidana atau jarimah dalam keilmuan hukum pidana Islam 
atau mengembangkan sistem beracara dalam hukum acara pidana Islam. 
2. Manfaat praktis 
Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam 
memberikan penjelasan  bagaimana kekuatan kesaksian anak dibawah 
umur dalam kasus pencabulan 
 
H. Definisi Operasional  
  Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu 
adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional di dalam 
penulisan skripsi ini, agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan 
tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud 
yang terkandung.  
  Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Acara Pidana Islam  
Terhadap Kekuatan Kesaksian Anak Dibawah Umur  Dalam Tindak Pidana 



































Pencabulan Anak (Studi Direktori Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms)” 
Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini 
maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai 
berikut 
1. Hukum acara  Pidana Islam disebut dengan fikih murafa’ah yaitu 
ketentuanketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam 
usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi “pelanggaran” 
atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi 
ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus 
menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, 
apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan 
sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh 
orang lain. 
2. Kekuatan kesaksian anak dibawah umur di dalam Hukum Acara 
pidana Islam 
3. Pencabulan  anak di dalam skrispi ini adalah perbuatan yang ingin 
melampiaskan nafsu tanpa adanya persetebuhan terhadap anak di 
bawah umur 
I. Metode Penelitian 
  Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan 
prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data 
tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. 



































Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa 
persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode : 
1. Data 
Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian 
ini adalah data mengenai proses lahirnya Putusan Pengadilan Negeri 
Banyumas  terhadap kekuatan kesaksian anak dibawah umur  yang 
meliputi : 
a. Pertimbangan dasar hukum Hakim yang dipergunakan oleh Hakim 
Pengadilan Negeri Banyumas dalam menyelesaikan perkara dalam 
Direktori Putusan Nomor 55/pid.sus/2015/Pn.Bms tentang tindak 
pidana pencabulan anak 
b. Analisis hukum acara pidana Islam   kekuatan kesaksian anak 
dibawah umur dalam Direktori Putusan Nomor 
55/Pid.Sus/2015/PN.Bms  tentang tindak pidana pencabulan anak 
dibawah umur  diputuskan Pengadilan Negeri Banyumas 
2. Sumber Data  
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Sumber primer 
 Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data 
tindak pidana pencabulan anak analisa direktori putusan Pengadilan 
Banyumas Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms 
b. Sumber data Sekunder 



































Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan 
sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-
buku, majalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lain  yang terkait 
dengan penyusunan skripsi ini, diantaranya : 
1) KUHAP 
2) Asadulloh Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam 
(Yogyakarta : Pustka Yustika 2009)  
3) Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam 
Proses Pidana, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1988) 
4) Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara 
Islam dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 
5) Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian 
Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi: 
a. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara 
membaca dan menelaah data, dalam hal ini Direktori Putusan 
Pengadilan Negeri Banyumas Nomor. 
55/Pid.Sus/2015/PN.Bms. Teknik ini digunakan untuk 
memperoleh data tentang dasar hakim tentang putusan kasus 
tindak pidana pencabulan anak dibawah umur 
b. Teknik Pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara 
menelaah buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini 



































digunakan untuk memperoleh data teori tentang  kekuatan 
kesaksian anak dibawah umur 
4. Teknik Pengelolahan Data 
Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti 
menggunakan teknik-teknik berikut ini:
6
 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang 
diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, 
kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang 
lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali 
kelengkapan putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms 
kejelasan makna tentang kekuatan kesaksian anak 
dibawah umur  dan kesesuain data-data dari kepustakaan. 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data 
yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah 
dirancanakan yang tersusun pada bab ketiga tentang 
tindak pidana pencabulan serta pertimbangan hakim 
dalam memutuskan hukuman bagi pelaku (putusan Nomor 
55/Pid.Sus/2015/PN.Bms). 
c. Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah 
dideskripsikan pada bab ketiga dan menganalisa pada bab 
keempat dalam rangka untuk menunjang bahasa atas 
                                                          
6
BambangSanggona, MetodePenelitianHukum, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 125 



































proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di 
dalam rumusan masalah.  
 
5. Teknik Analisis Data  
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.
7
 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 
analisis dengan pola pikir deduktif. Dimana penulis akan 
mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan 
obyek kajian dalam penelitian untuk memperoleh data yang sedetail 
mungkin dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk 
ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan dan 
analisis data terhadap sumber-sumber data yang diperoleh. 
 
J. Sistematika Pembahasan  
Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi 
terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah 
pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab 
terdiri dari beberapa sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling 
berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika 
pembahasan sebagai berikut: 
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Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif, 248 



































BAB Pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar 
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB Kedua adalah berisi tentang landasan teori tentang 
pembuktian tentang tinjauan umum kesaksian dalam hukum acara pidana 
Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum 
terkait kesaksian, syarat-syarat menjadi saksi, serta larangan menjadi 
saksi dalam hukum acara pidana di indonesia dan hukum acara pidana 
Islam. serta menjelaskan tentang teori tindak pidana pencabulan secara 
umum maupun secara hukum pidana islam  
BAB Ketiga merupakan pembahasan tentang data pertimbangan 
dasar  hukum hakim. Data diperoleh dari proses penelitian data-data dari 
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banyumas  mengenai Direktori 
putusan pengadilan negeri banyumas  Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms  
tentang kekuatan kesaksian anak dibawah umur dalam tindak pidana 
pencabulan anak dibawah umur 
BAB Keempat adalah merupakan analisis  Hukum Acara Pidana 
Islam di Indonesia terhadap kekuatan kesaksian anak di bawah umur 
yang terdapat di dalam Direktori putusan Nomor Nomor 
55/Pid.Sus/2015/PN.Bms 
BAB Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan 
yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis 



































pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran 
yang berguna untuk kemajuan Ilmu hukum khususnya Hukum  Pidana 
Islam



































A. Pengertian Fikih Mura>fa’a>t 
 Hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum formil dan hukum materiil. 
Hukum materiil yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan 
hubungan yang berwujud perintah dan larangan, sedangkan hukum formil 
adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan 
hukum materil. 
 Hukum materil atau peraturan-peraturan yang berupa perintah dan 
larangan di dalam masyarakat, tidaklah cukup untuk mewujudkan ketertiban 
hidup bermasyarakat apabila tidak ada peradilan yang menjalankan perturan-
peraturan tersebut, adanya hukum materil perlu ditunjang dengan adanya 
pelaksanaan yang baik untuk mencapai kepastian, keadilan, dan manfaat 
keberadaan, hukum acara sebagai solusi bagi pelaksanaan hukum materiil. 
 Hukum acara peradilan Islam (Fikih Mura>fa’at) adalah ketentuan-
ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usaha mencari 
kebenaran dan keadilan bila terjadi atas suatu ketentuan hukum materiil, 
hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang 
harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila 
kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, 



































bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.
8
 Tujuan 
Hukum Acara Peradilan Islam adalah untuk memelihara dan 
mempertahankan hukum materil. Peranan hukum acara akan mulai tampak 
dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum materil. 
B. Tahap-tahap Persidangan dalam Fikih Mura>fa’at 
 Untuk menegakkan keadilan dalam kasus pidana, maka hukum acara 
pidana membutuhkan tahapan-tahapan dalam proses persidangan 
diantaranya yaitu: 
1. Tahap Penyelidikan 
 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
9
 
  Dalam penyidikan ini akan ditemukan suatu tindak pidana yang 
benar-benar dan bukan hanya persangkaan saja  persangkaan itu 
diperbolehkan asal tidak hanya menuduh dengan tidak adanya suatu 
bukti apapun, ataupun saksi yang melihatnya langsung.
10
 
 Dalam hukum Islam penggeledahan sudah lama ada pada masa 
Rasulullah saw dan pada masa Kholifah antara lain dalam Ja>rima>h, 
Hu>du>d, dan Ta>’zir. Pada masa Rasulullah Saw, kejahatan dan 
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 Asadulloh Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustika 2009), hlm3 
9
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar  Grafika, 2008),hlm 119 
10
 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Pustaka: Pelajar 2006), hlm 177 



































pelanggaran dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana.
11
 Rasulullah 
saw pernah melakukan penahanan pada ja>rimah ta>’zir, yaitu untuk 
pemeriksaan sampai nyata kesalahannya. Beliau menahan seorang laki-
laki yang dituduh mencuri unta, dan menyuruh seorang sahabat untuk 
menggeledah untanya. Ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka 
Rasulullah saw melepaskannya. 
 Dalam penyelidikan atau penggeledahan harus memperhatikan 
beberapa faktor, antara lain:
12
 
a. Penyelidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat 
tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah 
penyelidikan/penggeledahan yang dikeluarkan oleh wali al-mad}ali>m. 
b. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan 
pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat 
perintah itu. 
c. Evaluasi cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan 
dari wali al-mad}ali>m .    
d. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah 
penyelidikan/penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-
tindakan yang sesuai hukum, jika sebaliknya harus diabaikan. 
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 Abdullah bin Abdul Muhsin, Suap Dalam Pandangan Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 
hlm 64 
12
 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta: Gema Insani, 2003),hlm  59-60 



































e. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang 
tersangka wanita, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun 
untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu. 
2. Tahap Penahanan 
 Seorang hakim kadan;g disibukkan dengan berbagai macam tugas 
peradilan yang membuatnya tidak bisa menyelesaikan perkara yang 
diajukan kepadanya dengan tepat. Sehingga perkara itu menjadi 
tunggakan-tunggakan yang belum terselesaikan. Dalam hal ini seorang 
terdakwa menjadi tahanan secara tertunda-tunda, sejak dari penyidikan 
perkaranya sampai proses pemeriksaan dalam  persidangan. Tahanan 
yang demikian ini masih dalam status tersangka dan terdakwa belum 
lagi sebagai tahanan terpidana.
13
 
 Tahanan sebagai hukuman kurungan ialah memasukkan terpidana 
kedalam ruangan yang sempit, ia merupakan pembatasan ruang gerak, 
yang merintangi seseorang yang bergerak bebas, baik ke masjid maupun 
ke rumah kediamannya. Dan demikian itu juga diberlakukan bagi 
seseorang penjamin terpidana, atau wakilnya. Dia harus tetap berada 




 Yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam 
tindak pidana ialah wali al-h}arbi>, pejabat penyidik, penyidik pembantu, 
jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim demikian ini menurut pendapat 
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 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam…182. 
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Al-Syafi’I seperti Abu Abdillah dan Al-Zubairi, dan Al-Mawardi dan 
yang lainnya, serta segolongan pengikut Ahmad.
15
 
 Sedangkan mengenai lamanya penahanan, mereka berselisih 
pendapat, apakah diterapkan berapa lama atau tidak atau hal yang 
diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat yang berwenang melakukan 
penahanan dan hakim. Al-Mawardi Abu Ya’la dan yang lainnya 
menyebutkan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu pendapat Al-
Zubairi yang mengatakan bahwa lamanya penahanan ialah satu bulan 




3. Tahap Putusan 
 Putusan merupakan proses tahapan persidangan yang terkhir untuk 
mengetahui bahwa tersangka itu dikenakan hukuman dan denda. 
Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 
lepas dari segala tuntutan hukum. 
 Hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang sesuai dengan 
dakwaannya oleh penuntut umum/jaksa. Sesudah pemeriksaan 
dinyatakan ditutup, maka hakim mengadakan musyawarah terakhir 
untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan 
setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin 
meninggalkan ruangan. 
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C. Pembuktian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
pengertian pembuktian secara umum adalah ketentuan-ketentuan 
yang yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 
dibenarkan perundang-undangan dalam membuktikan kesalahan yang 
didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan 
yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang 
boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang 
didakwakan.  
R. Soebekti, menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan 
membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-
dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan 
pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pembuktian 
adalah suatu kebenaran atau dalil yang diajukan ke depan sidang. 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud 
dengan pembuktian adalah suatu kebenaran atau dalil yang diajukan ke 
depan sidang. Dalil yang dimaksud itu dapat berupa alat bukti yang sah, 
dan diajukan ke depan persidangan. Dengan demikian pembuktian 
merupakan suatu kebenaran dari alat bukti yang sah, untuk dinyatakan 
bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. 
Masalah pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan 
perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara 
pidana, karena hak asasi manusia (terdakwa) akan dipertaruhkan. Dalam 
hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran 



































materiil, yang berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya sebatas 
pada kebenaran formal. tiga fungsi hukum acara pidana yaitu : 
1. Mencari dan menemukan kebenaran 
2. Pemberian keputusan oleh hakim 
3. Pelaksanaan keputusan. 
Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi 
mencari kebenaran karena hal tersebut merupakan tumpuan kedua fungsi 
berikutnya. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat 
bukti dan barang bukti, maka hakim akan sampai kepada putusan yang 
selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jaksa. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana, termasuk KUHAP adalah 
untuk mencari kebenaran dengan melakukan pembuktian.  
Sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam 
Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut : Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah 
melakukannya.  
Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung 
tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh 
kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan 
tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai 



































suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam 
masyarakat.Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah 
adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: 
1. keterangan saksi; 
2. keterangan ahli; 
3. surat; 
4. petunjuk; 
5. keterangan terdakwa. 
Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pemidanaan kepada 
seseorang haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti 
yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara limitatif alat 
bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut diatas, juga 
mengisyaratkan bahwa KUHAP juga menganut prinsip Batas Minimum 
Pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam 
membuktikan kesalahan terdakwa. 
D. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Islam 
1.  Pengertian Pembuktian 
Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “al-
ba>yyi>na>h” yang artinya suatu yang menjelaskan.17 Secara etimologi 
berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak 
(benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang 
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 Sulaikhan Lubis, Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2005), 135. 



































pengadilan. Ulama fiqih membahas alat bukti dalam persoalan 
pengadilan  dengan  segala  perangkatnya. .
18
 
al-ba>yyi>na>h didefinisikan oleh ulama fiqih sesuai dengan 
pengertian etimologisnya. Jumhur ulama mengartikan al-ba>yyi>na>h 
secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-
Qayyim al-Jauziyah, tokoh fiqih mazhab Hambali, al-ba>yyi>na>h 
mengandung pengertian yang lebih luas dari pada pengertian jumhur 
ulama tersebut, menurutnya, kesaksian hanya salah satu dari jenis al-
bayyinah yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. 
al-ba>yyi>na>h didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai 
“segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak 
(benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan 
berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim 
untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya”19 
Secara  terminologis,  pembuktian berarti memberikan keterangan 
dengan dalil sehingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia 
memberikan berbagai macam  pengertian mengenai pembuktian. Prof. 
Dr. Supomo  misalnya, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri 
menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. 
Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan 
syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian 
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 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Icthtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207 
19
 Ibid 







































Secara umum bukti merupakan sesuatu yang menjelaskan dan 
mengungkap kebenaran. Al-Qur’an menyebutkan pembuktian tidak 
hanya dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam keterangan, 
dalil, dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kumulatif 21 
Konsep tersebut dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan 
hukuman yang sesuai dengan petitum  gugatannya, seorang penggugat 
harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil 
gugatannya. Bukti-bukti lain selain dua orang saksi kadang memiliki 
nilai kekuatan pembuktian yang lebih dari pada saksi. Hal ini karena 
adanya  petunjuk keadaan yang  seolah-olah berbicara atas dirinya 
sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat, dan Penggugat diminta 
mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat gugatannya  
2.  Dasar Hukum Pembuktian 
Pada dasarnya suatu perkara pidana yang sampai di depan 
persidangan pengadilan bermula dari adanya suatu perbuatan atau 
pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang, karena antara pihak 
yang melanggar dan pihak yang dirugikan haknya tidak dapat 
menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian 
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 Sulaikhan Lubis, Hukum Acara perdata..., 136. 
21 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 
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secara pribadi, maka sesuai dengan prinsip negara hukum, maka cara 
penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui saluran hukum yaitu 
melalui institusi yang bernama pengadilan.
22
. 
Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan 
kebenaran  gugatannya  adalah tugas dari  penggugat, sebab menurut 
asal segala urusan itu diambil dari yang lahirnya maka wajib atas orang 
yang mengemukakan gugatannya atas suatu yang lahir untuk 
membuktikan  kebenaran gugatannya 
3. Macam-Macam Alat Bukti 
Alat bukti atau hujjah  adalah sesuatu yang membenarkan 
gugatan. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim yang dikutip oleh 
Muhammad  Salam Madzkur, alat bukti  adalah setiap alasan yang dapat 
memperkuat dakwaan atau gugatan.
23
 
Menurut Ibnu al-Qayyim alat bukti terdiri dari: 
24
 
a. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak 
memerlukan sumpah. 
b.  Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban 
tergugat. 
c. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya. 
d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka. 
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 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 32 
23
 Muhammad Salam Madzkur, al-Qada>’ Fi al-Islami, Imaro Peradilan Dalam Islam  (Surabaya: 
PT Bina Ilmu, 1979), 107. 
24. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan..., 193-302. 



































e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang 
dikembalikan. 
f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah. 
g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah 
penggugat. 
h. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua 
orang perempuan. 
i.  Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan 
penolakan tergugat untuk bersumpah. 
j.  Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan 
sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak 
kebendaan. 
k.  Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka. 
l. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki. 
m. Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki 
yang merdeka. 
n. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki. 
o. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur. 
p.  Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik. 
q. Pembuktian berdasar kesaksian orang-orang non Islam. 




                                                          
25
 Sayyid Saabiq, Fikih Sunnah 14, Terjemah Mahyuddun Syaf, (Bandung: PT Alma’arif, 1978) 



































b.  Kesaksian. 
c. Sumpah. 
d. Dokumen resmi. 
Sedangkan para fuqaha>’ memberikan keterangan bahwa alat bukti dalam 
hukum Islam terdiri dari 7 macam: 
26
 
a. Iqra>r (pengakuan). 
b. Syaha>dah (kesaksian). 
c. Yami>n (sumpah). 
d. Nukul (menolak sumpah). 
e. Qasa>mah (bersumpah 50 orang). 
f. Ilmu al-Qha>di (pengetahuan hakim). 
g. Qari>nah (petunjuk yang meyakinkan). 
E. Saksi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
1. Pengertian saksi  
Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan: “Saksi adalah 
seseorang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri,ia 
lihat sendiri dan ia alami sendiri”. 
Pasal 1 Butir 27 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
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pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan 
menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi saksi dalam 
persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. 
Kecuali menjadi saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan 
harus mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 168 
KUHAP, antara lain: 
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-
sama sebagai terdakwa.  
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang 
mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak 
saudara terdakwa sampai derajat ketiga. 
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 
bersama-sama sebagai terdakwa. 
Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau 
semenda), ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang 
karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan 
menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi 
keterangan sebagai saksi. 
2. Mengenai hak Dan Kewajiban Saksi 



































Maka Jelas bahwa Seseorang Yang dipanggil sebagai Saksi. Suatu 
perkara pidana berkewajiban untuk Hadir. Dalam Hal ini juga dapat 
dilihat dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik 
yang melakukan pemeriksaan, dengan alasan pemanggilan secara jelas, 
berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk 
diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan 
tengang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari 
seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. 
Selain itu, juga memiliki partisipasi sebagai berikut: 
a. Sebelum memberikan keterangan, pernyataan wajib atas sumpah 
atau janji sesuai dengan agamanya masing-masing, maka ia akan 
memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari 
yang sebenarnya ( Pasal 160 ayat (3) KUHAP ). 
b. Saksi wajib  hadir di pengadilan setelah memberikan 
keterangannya ( Pasal 167 KUHAP ). 
c. Para saksi dikeluarkan untuk bercakap-cakap ( Pasal 167 ayat (3) 
KUHAP ). 
Sementara hak dari saksi antara lain: 
a. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan 
yang sah dan juga berhak diberitahukan alasan pemanggilan 
tersebut ( Pasal 112 ayat (1) KUHAP ). 



































b. Berhak untuk melakukan pemeriksaan di tempat kediamannya 
jika memang diperlukan untuk memberikan alasan yang tidak 
dapat datang untuk penyidik ( Pasal 113 KUHAP ). 
c. Berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dari dalam 
bentuk apapun ( Pasal 117 ayat (1) KUHAP ). 
d. Saksi berhak menolak persetujuan berita acara yang memuat 
keterangan yang memberikan alasan yang kuat ( Pasal 118 
KUHAP ). 
e. Berhak untuk tidak mengajukan pertanyaan yang menjerat 
kepada peserta ( Pasal 166 KUHAP ). 
f. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia 
( Pasal 177 ayat (1) KUHAP ). 
g. Berhak atas penerjemah jika saksi tersebut bisu dan / atau tuli 
serta tidak dapat menulis ( Pasal 178 ayat (1) KUHAP ). 
Seperti diketahui dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat 
tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya 
bersifat relatif, yang didasarkan pengalaman, penglihatan dan pemikiran 
yang tidak selalu pasti benar. Keterangan saksi adalah merupakan satu 
dari lima alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkapkan perkara 
pidana. Dalam Pasal 185 KUHAP menyebutkan: “Keterangan saksi 
sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. 
Keterangan saksi harus diberikan atau dibacakan dimuka 
persidangan agar hakim dapat menilai bahwa keterangan yang diberikan 



































oleh saksi tidak keterangan palsu. Tidak semua keterangan saksi 
mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai 
nilai sebagai alat bukti ialah keterangan saksi yang sesuai dengan apa 
yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu keterangan saksi 
mengenai suatu peristiwa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, 
saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 
Penegak hukum atau instansi terkait wajib memberikan perlindungan 
saksi dalam perkara pidana. 
3. Syarat-syarat kesaksian sebagai alat bukti 
Ada beberapa syarat yang harus melekat pada keterangan itu 
supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Seandainya 
syarat -syarat itu telah terpenuhi, barulah keterangan itu mempunyai 
nilai sebagai alat bukti. Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan 
sebagai alat bukti, maka harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Syarat Obyektif: 
1) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa 
2) Tidak boleh ada hubungan keluarga 
3) Mampu bertanggung jawab, yakni berumur 15 tahun atau 
sudah pernah kawin atau tidak sakit ingatan. 
b. Syarat Formal: 
1) Kesaksian harus diucapkan dalam sidang 
2) Kesaksian tersebut harus diucapakan di bawah sumpah 
3) Tidak dikenai asas unus testis nullus testis 



































c. Syarat Subyektif/material: 
1) Saksi menerangkan apa yang ia dengar, ia lihat dan yang ia 
alami sendiri 
2) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, 
mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan 
tersebut. 
Pasal 170 KUHAP menyebutkan bahwa mereka karena pekerjaan, 
harkat, martabat, atau jabatannya diwujudkan menyimpan rahasia dapat 
mengajukan permintaan untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan 
keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan 
atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 
Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk 
memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah: 
a. Anak yang belum cukup lima belas tahun (15) dan belum pernah 
kawin. 
b. Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun 
ingatannya baik kembali. 
Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum 
memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji 
menumt agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan 
yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. 
Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam 



































Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut: “Dalam hal saksi 
atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka 
pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat 
penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah 
tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari” (ayat (1)). “Dalam hal 
tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli 
tidak mau disumpah atau mengucapkan jauji, maka keterangan yang 
telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan 
keyakinan hakim” (ayat(2)). 
Penjelasan Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan 
sumpah merupakan syarat mutlak: “Keterangan saksi atau ahli yang 
tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai 
alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat 
menguatkan keyakinan hakim”. Ini berarti tidak merupakan kesaksian 
menurut Undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena 
hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau 
alat bukti yang lain merupakan sumber atau dasar keyakinan hakim. 
Agak lain bunyi Pasal 165 ayat (7) KUHAP yang menyatakan 
“keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang 
lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai 
dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai 
tambahan alat bukti yang sah yang lain”. 



































Pasal 248 hanya menyatakan saksi disumpah oleh ketua. Tetapi 
kalau tidak disumpah sama dengan disumpah. 
F. Saksi Dalam Hukum Acara Pidana Islam 
1. Pengertian Saksi 
Kesaksian (syaha>dah) diambil  dari kata  musyahadah yang artinya 
melihat dengan mata kepala sendiri (melihat secara langsung), karena 
sya>hid}  (orang yang menyaksikan)  itu memberitahukan tentang apa 
yang disaksikan dan dilihatnya. Maksudnya adalah pemberitahuan 
seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafad: “aku menyaksikan 
atau aku telah menyaksikan (as}yha>du atau s}ya>hidtu)” 
2. Dasar Hukum Saksi 
Kesaksian hukumnya adalah fardu ’ain bagi orang yang 
mempunyai tanggungan bila dipanggil untuk itu, dan kekhawatiran 
kebenaran akan hilang. Kesaksian juga mempunyai hukum fardu ‘ain 
Kesaksian hanya wajib dilaksanakan apabila saksi mampu 
menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik pada 
badan, kehormatan, harta ataupun keluarga. Apabila saksi jumlahnya 
banyak dan tidak dikhawatirkan kebenarannya akan disia-siakan, maka 
kesaksian dalam keadaan yang demikian menjadi sunnah, sehingga jika 
seorang saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan maka dia tidak 
berdosa. Haram bagi seorang mengambil upah dari kesaksiaannya 
kecuali apabila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan untuk 
menyampaikannnya, maka saksi boleh mengambil upah perjalanan 



































tersebut. tetapi jika kesaksian tersebut tidak ditentukan, maka saksi 
boleh mengambil upah dari kesaksiannya. 
3.  Syarat-Syarat Saksi 
Syarat-syarat dalam penerimaan saksi secara garis besar ada lima, 
yaitu: adil, dewasa, Islam, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. 
Sebagian syarat telah disepakati dan sebagian lainnya masih 
diperselisihkan. 
a.  Keadilan 
Kaum muslim sepakat untuk menjadikan adil sebagai syarat dalam 
penerimaan kesaksian saksi. Para fuqaha>’ berselisih faham mengenai 
pengertian adil. Jumhur fuqaha’  berpendapat bahwa adil merupakan 
suatu sifat tambahan atas Islam. Menjalankan  kewajiban-kewajiban 
syara’ dan anjuran-anjurannya dengan menjauhkan hal-hal yang haram 
dan makruh. Perbedaan pendapat diantara para fuqaha>’ disebabkan oleh 
keraguan mereka tentang makna kata “adil” yang menjadi bandingan 
dari kata “fasik”. Demikian itu karena fuqaha>’ sepakat bahwa kesaksian 
orang fasik tidak dapat diterima. Para fuqaha>’  tidak berbeda pendapat 
bahwa kesaksian orang yang fasik dapat diterima apabila diketahui 
taubatnya. Kecuali jika  kesaksian itu terjadi sebelum melakukan qazaf. 
Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima 
meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur fuqaha’ berpendapat 
taubatnya diterima. 
b.  Dewasa 



































Fuqaha’ sepakat  bahwa kedewasaan menjadi  syarat untuk hal-hal 
yang menjadikan keadilan sebagai syarat. Kemudian  mereka berselisih 
mengenai kesaksian anak-anak. Fuqaha>’ Amshar menolak kesaksian 
mereka. Karena telah menjadi  Ijma’ bahwa diantara syarat seorang 
saksi adalah adil dan diantara syarat adil adalah dewasa. Karena itu 
kesaksian anak-anak sebenarnya bukan kesaksian, melainkan suatu 
petunjuk, hal ini pendapat yang bersumber dari Imam Malik. Oleh 
karena itu Imam Malik mensyaratkan agar mereka tidak terpisah-pisah 
supaya tidak merasa takut 
c.  Islam 
Fuqaha berpendapat bahwa Islam merupakan syarat diterimanya 
kesaksian, dengan demikian kesaksian orang-orang kafir tidak 
diperbolehkan. Kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh para 
ulama, seperti pemberi wasiat dalam berpergian 
d. Merdeka 
Menurut fuqaha>’ Amshar  kemerdekaan menjadi  syarat kesaksian. 
Sedangkan menurut fuqaha’ Zahiri, kesaksian seorang hamba dapat 
diterima, karena pada  dasarnya yang disyariatkan itu hanyalah keadilan. 
Seorang hamba tidak boleh ditolak dalam memberi kesaksian, kecuali 
jika hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, Hadis dan Ijma’. 
Sementara itu sebagian fuqaha’ berpendapat bahwa hamba merupakan 
salah satu bekas kekafiran, oleh sebab itu harus berpengaruh terhadap 
penolakan kesaksian. 



































e.  Tidak Diragukan Iktikad baiknya 
 Keraguan terhadap iktikad baik disebabkan oleh faktor kecintaan, 
ulama sependapat bahwa keraguan tersebut berpengaruh bagi 
ditolaknya kesaksian. Fuqaha’ berbeda pendapat tentang penolakan 
terhadap kesaksian orang yang adil karena diragukan iktikad 
baiknya, hal ini disebabkan oleh faktor kecintaan atau kebencian 
yang berpangkal pada permusuhan duniawi. 
Fuqaha>’ Amshar menolak pendapat di atas, hanya saja dalam 
beberapa perkara tertentu, mereka sependapat untuk memakai 
keraguan terhadap iktikad baik, dan dalam beberapa perkara yang 
lain menggugurkannya. Dalam beberapa perkara mereka juga 
berselisih pendapat, sebagian memakainnya dan sebagian lain tidak 
memakainya. 
4.  Macam-Macam Saksi 
a. Berdasarkan Jumlah dan Jenis Kelamin 
1) Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah 
Rasulullah saw mengijinkan kesaksian saksi satu orang laki-
laki, tanpa diteguhkan dengan sumpah penggugat. 
27
 Kesaksian 
seorang laki-laki yang adil dapat diterima dalam hal ibadah, seperti 
shalat dan puasa. Golongan Hanafi memperbolehkan kesaksian 
seorang laki-laki dalam beberapa keadaan tertentu, seperti kesaksian 
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atas kelahiran anak, kesaksian guru terhadap siswanya, kesaksian 
penjual terhadap cacatnya 
2)  Saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat 
Pembuktian dengan saksi seorang laki-laki disertai dengan 
sumpah penggugat merupakan mazhab seluruh ahli fiqih, kecuali 
mazhab Abu Hanifah.
28
 Golongan yang tidak menerima kesaksian 
seorang laki-laki disertai dengan sumpah penggugat berpegang 
pada nash al-Qur’an yang mengharuskan saksi dari dua orang laki-
laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Hadis yang 
menjelaskan bahwa Nabi pernah memutus perkara dengan 
kesaksian seorang laki-laki yang diperkuat oleh sumpah penggugat 
adalah Hadis ahad yang tidak dapat digunakan untuk 
menasakhkan (menghapus) Al-Qur’an.29 
Imam Syafi’i berpendapat bahwa pembuktian dengan saksi 
seorang laki-laki disertai dengan sumpah penggugat tidak 
bertentangan dengan Al-Qur’an, karena tidak diharamkan 
memutus berdasarkan saksi yang kuantitasnya kurang dari yang 
ditetapkan dalam al-Qur’an. Allah SWT memerintahkan kepada 
orang yang memiliki hak agar mereka menjaga dan memeliharanya 
dengan mempersaksikannya. 
3)  Saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan 
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Seluruh mazhab menerima kesaksian ini dalam masalah 
harta, seperti jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Golongan 
Hanafiyah menerima kesaksian seperti ini dalam segala urusan 
perdata, akan tetapi dalam masalah-masalah pidana tidak dapat 
diterima. Menurut mazhab Ahluzh-Zhahir, saksi yang demikian ini 
dapat diterima dalam segala hak hamba masalah–masalah pidana 
kecuali zina 
4)  Saksi tiga orang laki-laki 
Pembuktian keterangan saksi tiga orang laki-laki diperlukan 
dalam perkara permohonan penetapan kepailitan, yang diajukan oleh 
orang yang sebelumnya diketahui sebagai orang yang kaya. Mazhab 
Hambali berpendapat jika seseorang yang telah diketahui bahwa dia 
kaya, apabila dia mendakwakan bahwa dia fakir dan tidak bersedia 
membayar zakat, maka dakwaannya tidak dapat diterima kecuali dia 
mengajukan tiga orang saksi atas dakwaannya tersebut. Pendapat 
diatas juga dipegangi oleh mazhab Ahmad. 
5) Saksi empat orang laki-laki yang merdeka 
Ketentuan ini berlaku dalam perkara perzinaan yang diancam 
dengan hukuman Had, dasar hukum pembuktiannya adalah nas}h dan 
Ijma’ Semua mazhab sepakat bahwa dalam masalah zina diharuskan 
adanya empat orang saksi laki-laki. Jumhur ulama tidak menerima 
kesaksian wanita. 



































b. Berdasarkan Keadaan 
1) Kesaksian anak-anak dibawah umur 
Para ulama berselisih pendapat mengenai pembuktian 
berdasarkan keterangan saksi dari  anak-anak dibawah umur yang 
sudah  mumayyiz. Golongan  ulama seperti Syafi’i, Abu Hanifah dan 
Ahmad menolak secara mutlak. Akan tetapi di tempat lain Ahmad 
berpendapat bahwa kesaksian anak dibawah umur dapat diterima jika 
memenuhi syarat-syarat lainnya. Ahmad juga berpendapat  bahwa 
kesaksian anak dibawah umur dapat diterima dalam hal penganiayaan 
terhadap sesamanya selama sesaksiannya diberikan sebelum mereka 








a) Kesaksiannya logis. 
b) Mereka adalah anak laki-laki yang merdeka. 
c) Perkaranya diputus dengan hukum Islam. 
d) Kuantitasnya lebih dari dua orang anak. 
e) Kesaksiannya saling berhubungan (relevan). 
f) Kesaksiannya diberikan sebelum mereka meninggalkan tempat 
kejadian. 
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g) Kesaksian mereka hanya diperuntukkan bagi sebagian mereka 
terhadap sebagian lainnya. 
h) Dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan. 
2) Kesaksian orang-orang fasik 
Fasik dibagi dalam beberapa  bentuk, diantaranya kefasikan 
dari segi aqidahnya, maka apabila mereka tetap memelihara agamanya 
kesaksian dapat diterima meskipun mereka dihukum fasik seperti ahli 
bid’ah, orang-orang yang suka mengumbar nafsu seksnya, golongan 
Riddah, Khawarij, Mu’tazilah dan lain sebagainya. Karena mereka ini 
tidak dihukumi kafir. Demikian ketentuan yang diterapkan para imam. 
3) Kesaksian orang-orang non Islam 
Para ulama berbeda  pendapat tentang kesaksian orang-orang 
non Islam untuk dan atas sebagian mereka. al-Nakha’i tidak 
membolehkan kesaksian satu pemeluk agama kecuali terhadap pemeluk 
agama yang sama. Malik berpendapat kesaksian dokter non Islam 
dibolehkan bahkan terhadap orang Islam apabila hal itu sangat 
diperlukan. Orang-orang non Islam terkadang adalah orang yang adil 
dalam kehidupan agamanya di dalam masyarakat, maka kekafiran tidak 
menghalangi untuk menerima kesaksiannya terhadap mereka apabila 
mereka ikhlas menerimanya. Sebagian besar ulama tidak membolehkan 
kesaksian orang-orang non Islam kecuali dalam perkara wasiat di 
perjalanan, hal ini dikarenakan keadaan yang darurat. 



































4) Kesaksian dari pihak tergugat 
Segenap ulama sepakat bahwa tergugat dapat mengajukan saksi 
dari pihaknya jika tergugat mempunyai alasan-alasan untuk menolak 
gugatan dan melepaskan diri dari gugatan tersebut. Tetapi jika tergugat 
tidak mempunyai alasan yang dapat dikemukakan, maka tergugat boleh 
menolak saksi yang diajukan oleh penggugat, misalnya dengan cara 
memberikan keterangan atau bukti yang menunjukkan kepada tidak 
adilnya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat. 
G. Anak Dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Anak 
 Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa 
dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih 
belum dewasa).
32
 Sedangkan anak menurut bahasa adalah keturunan 
kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.
33
 
 Sedangkan yang dimaksud baligh adalah sampainya seseorang 
pada tingkatan dimana dia sudah dianggap pandai menjalankan suatu 
urusan dan mampu memikul tanggung jawab.
34
 
 Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dalam 
kitabnya “Matan Bukhori”, disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi 
yang bernama Ibnu Umar, yang berkeinginan untuk mengajukan diri 
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pada peperangan uhud. Ketika umurnya baru 14 tahun Nabi tidak 
menerimanya. 
 Para ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas 
baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama’ madzhab: 
a. Menurut ulama’ Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah 
ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. 
Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haidh dan hamil. 
Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya 
diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh laki-laki 




b. Menurut ulama’ Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar 
mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam 
mimpi. Dan bagi perempuan adalah haidh dan hamil. 
c. Menurut ulama’ Syafi’iyyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun 
perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, 
apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu 
adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan 
haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
36
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d. Menurut ulama’ Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun 
perempuan ada tiga hal yaitu:
37
 
1) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun dalam mimpi, 
dengan bersetubuh dan sebagainya. 
2) Mencapai usia genap 15 tahun 
3) Bagi perempuan ditambah adanya tanda haidh dan hamil. Dan 
bagi banci (khunsa) diberi batasan usia 15 tahun. 
 Definisi tersebut menunjukkan suatu batas usia tertentu yang 
dibedakan dalam  batas usia ke bawah dan batas usia ke atas. Perbedaan 
batas usia ini tergantung dari sudut mana dilihat dan ditafsirkan. 
 Anak dibawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai 
kedewasaan (baligh), dan fuqaha’ membatasinya dengan usia 15 tahun, 
yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyis yang belum baligh). Jika 
seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka dianggap dewasa 
meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.
38
 
 Huzaemah T.Yanggo, MA dalam bukunya Fiqih Anak, 
mengatakan bahwa al-bulugh  adalah habisnya masa kanak-kanak. Pada 
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 Dengan pemahaman dewasa adalah saat baligh, anak harus 
dipersiapkan sedemikian rupa hingga ia siap untuk menjadi manusia 
dewasa yang sanggup bertanggung jawab atas perbuatannya saat baligh. 
Ini berbeda dengan pandangan yang ada saat ini yang menganggap anak 
dewasa bila sudah menginjak usia 18 tahun. Pandangan ini membuat 
kontradiksi pada diri anak. Di satu sisi saat dia baligh, hormon-hormon 
dan alat reproduksinya sudah matang, sehingga secara biologis ia 
dewasa, namun disisi lain ia tetap diperlakukan sebagai anak-anak dan 
tidak mendapat pembekalan bagaimana bertanggungjawab dengan 
kondisi balighnya tersebut. Akibatnya secara akal pikiran, ia masih jauh 




 Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan 
melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai 
dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun 
perintah itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan. 
Kemudian bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu tentunya 




 Sanksi hukuman dalam bahasa fiqh disebut uqubat, yang memiliki 
arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Dengan begitu setiap 
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bahasan tentang jinayah diiringi dengan bahasan tentang uqubat. Setiap 




 Abdul al-Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai 




 Senada dengan yang dikemukakan oleh Abd al-Qadir Audah 
tersebut, Ahmad Fathi Bahansi mengemukakan tentang hukuman adalah 
bahwa hukuman juga merupakan bagian ketetapan dari syar’i sebagai 
upaya pencegahan terhadap dilakukannya pelanggaran-pelanggaran baik 
yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan 
suatu perintah dari syar’i itu, yang dengan upaya pencegahan itu seorang 
pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan pelanggaran itu atau 
perbuatan-perbuatan yang pada intinya melanggar aturan. Dalam hal ini 
hukuman lebih bersifat prevensi (pencegahan) khusus yaitu bagi pelaku 
tindak pidana. Berbeda dengan pemaparan Abd. Al-Qadir Audah yang 




H. Kriteria Anak Di Bawah Umur Dalam Hukum Pidana Islam 
 Hukum pidana Islam telah memberi batasan seorang mukallaf 
dimana apabila manusia dianggap baligh (dewasa) bisa di kenai 
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pertanggungjawaban pidana. Periode baligh adalah masa kedewasaan 
hidup seseorang, tanda-tanda mulai dewasa apabila telah mengeluarkan 
air mani dalam mimpi dan mengeluarkan darah haid bagi wanita dan 
ditandai dengan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Berdasarkan 
kesepakatan ulama, manusia dianggap baligh (dewasa) apabila mereka 
telah mencapai usia 15 tahun.
45
 
 Pendapat ulama mazhab tentang baligh terdapat perbedaan fatwa 
tentang batasan pertanggungjawaban hukum. Pertama, mazhab Syafi’i 
menyebutkan kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 
sempurnanya umur 15 tahun. Kedua, mazhab Maliki menyebutkan 
bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun. Ketiga, 
mazhab Hanafi menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki 18 
tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Keempat, mazhab Hanbali kriteria 
baligh sama dengan Syafi’iyah. Dengan demikian pandangan hukum 
pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada 
kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga 
tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.
46
  
 Menurut syari’at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan 
atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan. Oleh karena itu, 
perbuatan jarimah yang dilakukan anak di bawah usia 7 tahun tidak 
dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai 
pengajaran. Akan tetapi dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang 
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 Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau baligh pada usia 
18 tahun, dan menurut satu riwayat 19 tahun, begitu pula pendapat yang 
terkenal dalam mazhab Maliki.
48
 
 Masa tamyis dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan 
atau setelah mencapai usia 15 tahun atau telah menunjukkan baligh 
alami. Baligh alami adalah nampak adanya sifat kelaki-lakian dan sifat 
kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini  
menunjukkan bahwa anak memasuki masa laki-laki dan wanita 
sempurna
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DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM 
DALAM DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
BANYUMAS  NOMOR 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms  TENTANG 
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR 
 
A. Deskripsi kasus Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan  oleh  Kakek  Terhadap 
Anak Dibawah Umur  dalam Direktori Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms 
 
  Dalam  skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terdakwa melakukan tindak 
pidana  pencabulan terhadap anak dibawah umur  dan dengan cara apa kejadian 
pencabulan  tersebut, isi pokok  dari deskripsi kasus tindak pidana pencabulan ini  
terjadi adalah : 
  Bahwa ia terdakwa Warto bin Ranudipraja pada hari jumat tanggal 03 
oktober 2014 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Warto bin Ranudipraja di 
JL.Arjuna  Desa Sokaraja kidul Rt.02 Rw.02 kec. Sokaraja kab.Banyumas atau 
setidak-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan 
Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 
muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul  sebagai berikut : 
  Pada waktu dan tempat seperti disebutkan  diatas korban yang bernama Azza 
Maulida Fajri  (korban berusia 4 tahun ) pergi bermain ke tetangga sebelah rumah 



































yaitu rumah terdakwa di Jl.Arjuna Desa Sokaraja kidul RT 02 RW 02 kec 
Sokaraja kab. Banyumas karena di sana ada cucu terdakwa bernama Nazza yang 
seumuran dengan Azza Maulida Fajri ( 4 tahun )  namun saat sampai dirumah 
terdakwa saat itu Nazza akan pergi bersama neneknya yaitu saksi Sudarti ( Istri 
Terdakwa)  untuk menghadiri acara hajatan, saat itu juga saksi Sudarti menyuruh 
Azza Maulida Fajri untuk pulang kerumah. Namun setelah saksi Sudarti dan 
Nazza pergi, Azza tidak langsung pulang karena terdakwa memanggil Azza 
Maulida Fajri untuk bermain di kamarnya  Nazza  karena dikamar Nazza banyak 
mainan, terdakwa memanggil sambil melambaikan tanggannya supaya Azza 
masuk ke dalam rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa  sedang berada di 
dalam kamar Nazza atas panggilan terdakwa maka Azza Maulida Fajri yang sudah 
terbiasa bertemu dan bermain di rumah terdakwa langsung mendekati terdakwa 
yang sedang tiduran di kasur , sampai di dalam kamar kemudian Azza Maulida 
Fajri tersandung pinggiran kasur hingga terguling diatas kasur tempat terdakwa 
juga tiduran sehingga keduannya berada di kasur yang sama dan terdakwa melepas 
celana yang di pakai Azza Maulida Fajri kemudian mencium alat kelamin Azza 
Maulida Fajri dan setelah itu terdakwa menyogok alat kelamin  Azza Maulida 
Fajri dengan cara memasukan dan mengeluarkan jari secara berulang  ke dalam 
alat kelamin Azza Maulida Fajri  yang pada saat itu dalam posisi tiduran dikasur 
sedangkan terdakwa posisi sedang duduk. Saat terdakwa masih memasukan 
jarinya keluar masuk kedalam alat kelamin Azza Maulida Fajri  tiba- tiba saksi 
Sesha Najmi Nararya masuk ke dalam kamar dan melihat jika terdakwa sedang 
memasukan jari tangan nya kedalam alat kelamin Azza Maulida Fajri melihat 



































kedatangan saksi Sesha Najmi Nararya spontan terdakwa marah dan menyuruh 
saksi Sesha Najmi Nararya pergi keluar dan terdakwa menutup pintu, namun 
beberapa  saat kemudian saksi Sesha Najmi Nararya  dan saksi yuyun Krisnani 
datang menjemput  Azza Maulida Fajri namun hanya saksi Sesha Najmi Nararya 
yang masuk, sedangkan saksi yuyun Krisnani  menunggu diluar sehingga terdakwa 
langsung mengenakan celana nya Azza Maulida Fajri lalu Azza Maulida Fajri dan 
saksi Secha Najmi Nararya pulang: 
  Bahwa benar saat pulang dan sudah berada dirumah saksi Yuyun Krisnani 
tidak melihat ada yang berbeda pada Azza karena terus bermain dengan Sesha 
Najmi Nararya. Namun setelah saki pulang dan sekira pukul 21.30 ketika Azza 
buang air kecil/pipis tiba-tiba menangis mengeluh alat kelaminnya sakit/ perih 
dan saat dilihat saksi Yuyun  tampak kemerahan namun tidak tau kenapa dan saat 
ditanya kenapa maka dijawab oleh Azza bahwa alat kelaminnya di sogok/ di 
tusuk-tusuk oleh mbaeh Nazza ( Terdakwa ) menggunakan jari tanggan. Atas 
keterangan dari Azza keesokan paginya hari sabtu tanggal 04 oktober 2014 Azza 
diperiksa dokter dan atas keterangan dokter tersebut bahwa alat kelamin Azza 
pada bibir alat kelamin terdapat lembam. Sehingga atas keterangan dokter 
tersebut saksi Rohmat melaporkan perbuatan terdakwa tersebut dan dimintakan 
Visum  Et Repertum  
  Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Yuyun  Krisnani dan  Rohmat bin 
Ahmad Reja  selaku orang tua kandung dari Azza Maulida Fajri  hati  merasa 
hancur dan sangat marah dan akibat dari pencabulan  tersebut  kondisi Azza 



































mengeluh kesakitan pada alat kelamin selama 2 minggu setiap buang air kecil dan 
trauma. 
  Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan di pengadilan, suatu kasus tindak 
pidana memerlukan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP antara lain, 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 
terdakwa.
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Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara 
berturut-turut dalam kasus ini berupa sebagai berikut : 
1. Keterangan saksi-saksi 
1) Azza Maulida Fajri Alias Azza Binti Rohmat  ( tidak disumpah ) saksi dari  
si korban, memberikan keterangan sebagian berikut : 
a. Bahwa saksi sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 
b. Bahwa saksi disogok (ditusuk) pepeknya (vaginanya) dengan jari oleh 
terdakwa pada hari jumat tanggal 03 oktober 2014 sekitar habis magrib 
jam 18.30 Wib. Dirumah terdakwa di Desa Sokaraja kidul RT.02 RW 02 
Kec. Sokaraja kab. Banyumas yaitu di dalam kamarnya Nazza ( cucunya 
terdakwa ) 
c. Bahwa ketika saksi sedang tiduran didalam kamar tidurnya Nazza lalu 
terdakwa melepas celana saksi kemudian terdakwa menciumi pepek ( 
vagina ) saksi dan memasukan jari tangannya kedalam pepek ( Vagina) 
saksi setelah selesai celana saksi dipakaikan lagi oleh terdakwa. 
d. Bahwa saat terdakwa memasukkan jari tangganya ke pepek (vagina) 
saksi terasa sakit; 
                                                          
2 
Tim Redaksi Umbara, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Citra Umbara, 
2010), 248. 



































e. Bahwa pada saat kejadian di rumah hanya ada saksi denga terdakwa ( 
mbahnya Nazza ); 
f. Bahwa saksi masuk ke dalam kamar tidur Nazza karena saksi dipanggil 
oleh terdakwa, makanya saksi masuk ke dalam kamar tersebut. 
g. Bahwa akibat terdakwa pada malam harinya ketika saksi hendak pipis 
(buag air kecil) saksi menangis karena merasa kesakitan pada bagian 
pepek (vagina) lalu ibu saksi bertanya “sakit kenapa”maka saksi 
menceritakan kepada ibunya  
h. Bahwa setelah terdakwa memasukan jari tangganya ke dalam pepek ( 
vagina) saksi juga di pipisi (di kencingin) oleh terdakwa. 
i. Bahwa pada waktu saksi sedang tiduran di dalam kamar  tidur dengan 
terdakwa ada yang sempat melihat yaitu Sesha, waktu itu saksi melihat 
Sesha sedang berdiri di depan pintu dan hendak masuk ke dalam kamar 
karena pintu kamar tidak ditutup namun terdakwa melarangnya dan 
menyuruh Sesha pulang lalu terdakwa menutup pintu kamar tersebut. 
j. Bahwa terdakwa nyogok (nusuk) pepek (vagina) saksi hanya dilakukan 
sebanyak satu kali 
k. Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat pada 
pokoknya terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menusuk jari 
tangan ke dalam kemaluan Azza sebagaimana yang telah dituduhkan 
kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan kalau dirinya bersih  



































l. Terhadap pendapat dari terdakwa tersebut saksi tetap pada 
keterangannya dan terdakwa tetap pada pendapatnya sedangkan 
penasihat hukum terdakwa akan menangapinya dalam surat pembelaan. 
2) Sesha Najmi Nararya Binti Irfan Yunianto (tidak disumpah ) saksi adalah 
teman sebayan korban memberikan keterangan sebagai berikut : 
a. Bahwa saksi adalah teman bermain korban Azza dan juga teman dari 
cucu terdakwa 
b. Bahwa saksi melihat ketika Azza (korban) sedang bermain denga 
mbahnya Nazza di dalam kamar tidur nazza ( cucunya terdakwa) 
c. Bahwa waktu itu saksi melihat Azza sedang tiduran bersama mbahnya 
Nazza 
d. Bahwa waktu saksi melihat Azza bersama mbahnya Nazza karena saat 
itu saksi berdiri didepan pintu kamar tidur nazza namun ketika saksi 
hendak masuk mbahnya naza melarangnya dan menyuruh saksi pulang 
lalu saksi saksi pulang kemudian saksi melihat mbahnya nazza menutup 
pintu depan rumahnya 
e. Bahwa kejadian diwaktu malam namaun hari tanggal bulan dan tahunnya 
saksi tidak ingat lagi 
f. Bahwa waktu saksi pulang Azza tidak ikut pulang dan masih berada di 
dalam kamar Nazza. 
g. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada 
pokoknya terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan memasukan hari 



































tanggan ke dalam kemaluannya Azza dan terdakwa menyatakan kalau 
dirinya bersih; 
h. Terhadap pendapat dari terdakwa tersebut saksi tetap pada 
keterangannya dan terdakwa tetap pada pendapatnya sedangkan 
penasihat hukum terdakwa akan menanggapinya dalam surat pembelaan.  
3) Yuyun Krisnani Binti Abdul Jamil ( disumpah ) saksi adalah ibu dari si 
korban memberikan keterangan sebagai berikut : 
a. Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini yaitu sehubungan adanya 
kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandung 
saksi bernama Azza Maulida Fajri alias Azza Binti Rohmat. 
b. Bahwa waktu Azza pulang bermain dari rumah terdakwa yaitu sekitar 
jam 19.00 wib, namun saksi tidak melihat yang aneh pada diri Azza, 
ketika Azza hendak buang air kecil sekitar pukul 21.00 wib saat itu azza 
mengeluh kesakitan pada kemaluannya 
c. Bahwa menurut cerita Azza selain Pepeknya (Vagina) disogok juga 
diciumi oleh terdakwa 
d. Bahwa saat kejadian  usia anak saksi baru berumur 3 (tiga) tahun 10 
(sepuluh) bulan; 
e. Bahwa rumahnya terdakwa letaknya berdekatan dengan rumah 
kontrakkan saksi 
f. Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena seperti cerita Azza 
kejadiannya setelah waktu magrib saat itu saksi berada di dalam rumah 
namun tidak mendengar apa pun 



































g. Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari Azza saksi langsung 
menelpon suami saksi bernama Rohmat supaya cepat pulang saat itu 
suami saksi tidak ada dirumah karena sedang memijit pasiennya 
kemudian setelah suami saksi pulang maka saksi langsung menceritakan 
kepada suami saksi; 
h. Bahwa suami saksi pulang sekitar jam 21.30 wib, setelah saksi 
menceritakan kejadian yang menimpa anak saksi lalu suami saksi 
langsung bertanya kepada Azza sama jawaban ketika saksi bertanya 
sebelumnya yaitu pepeknya disogok (ditusuk) menggunakan jari telunjuk 
tangganya mbahnya Nazza 
i. Bahwa setelah saksi mengetahui kondisi yang di alami anak saksi. Besok 
harinya saksi mendatangi rumah terdakwa lalu saksi menanyakan 
mengenai kejadian yang menimpa anak saksi tersebut, saat itu saksi 
melihat wajah terdakwa seperti kelihatan binggung dan seperti merasa 
bersalah. Waktu itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terus 
mengelak 
j. Bahwa maksud saksi mendatangi terdakwa dirumahnya yakn untuk 
mengetahui kebenaran dari cerita anak saksi dan minta 
pertanggungjawaban terdakwa, waktu itu saksi langsung bertanya 
kepada terdakwa”ko apakan anak ku?” walaupun pendengarannya kurang 
namun terdakwa langsung menjawab” ora diapak-apakna” dan terdakwa 
juga berkata “aku bersih ora nana bukti” (aku bersih tidak ada bukti) 



































padahal saksi belum menjelaskan permasalahannya tapi terdakwa sudah 
mengatakan seperti itu maka saksi menjadi heran dan tambah curiga. 
k. Bahwa setelah saksi tau kejadian yang di alami oleh anak saksi, hati 
saksi terasa hancur dan sangat marah 
l. Bahwa sebelum kejadian Azza terlihat ceria dan tidak pernah mengeluh 
kesakitan di kemaluannya. 
m. Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada Sesha dan menurut pengakuan 
Sesha saat kejadian melihat Azza sedang berada di dalam kamar tidur 
cucu nya terdakwa bersama mbahnya Nazza (terdakwa) 
n. Bahwa akibat dari pencabulan tersebut anak saksi (Azza) mengeluh 
kesakitan pada alat kelaminnya selama 2 minggu setiap hendak buang air 
kecil 
o. Bahwa terdakwa mengelak tidak mau mengakui perbuatannya dank 
arena tidak bisa diajak bicara baik- baik maka saksi menemui istri 
terdakwa lalu menceritakan kejadiannya yang menimpa anaknya 
p.   Bahwa suami saksi tidak ikut datang ke rumah terdakwa karena suami 
saksi khawatir tidak bisa menahan emosinya maka suami saksi menyuruh 
saksi sendiri untuk datang menemui terdakwa 
q. Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian ke polisi keluarga terdakwa 
pernah meminta berdamai secara kekeluargaan. Namun saksi tidak mau 
r. Terhadap keterangan saksi. Terdakwa membeikan pendapat pada 
pokoknya terdaakwa tidak pernah melakukan perbuatan memasukan jari 



































tanggan ke dalam kemaluan saksi Azza dan terdakwa menyatakan kalau 
dirinya bersih 
s. Terhadap pendapat dari terdakwa tersebut saksi tetap pada 
keterangannya dan terdakwa tetap pada pendapatnya sedangkan 
penasihat Hukum terdakwa akan menanggapinya dalam surat 
pembelaan; 
4) Nihlatun Syarifah Binti Ahmad Sobari (disumpah) saksi adalah ibu dari 
Sesha memberikan keterangan sebagai berikut : 
a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan 
dengan adanya peristiwa pencabulan yang dialami oleh Azza Maulida 
Fajri 
b. Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya. Namun saksi hanya mendengar 
cerita dari ibunya Azza(saksi yuyun) pada hari sabtu  tanggal 04 Oktober 
2014 yang mengatakan Azza telah dicabuli oleh terdakwa dan 
kejadiannya terjadi hari jumat tanggal 03 oktober 2014 sekitar pukul 
18.15 wib (habis magrib) bertempat dirumah terdakwa 
c. Bahwa saksi juga mendengar dari anak saksi yang bernama Sesha yang 
mengatakan kalau Sesha melihat Azza ketika sedang berada di dalam 
kamar Nazza (cucunya terdakwa) bersama dengan terdakwa waktu itu 
menurut pengakuan Sesha kepada saksi yakni ketika Sesha hendak 
masuk ke dalam kamar tidur dengan maksud menghampiri Azza namun 
baru sampai di depan pintu kamar terdakwa melarangnya sambil marah 
dan menyuruh Sesha pulang 



































d. Bahwa saksi bertanya kepada Sesha setelah saksi mendengar cerita dari 
Yuyun Ibunya Azza dan menurut cerita Sesha Azza dinakali oleh 
mbahnya Nazza (terdakwa)\ 
e. Bahwa bahasanya yang polos dan lugu waktu itu anak saksi mengatakan 
“Azza habis ditarung atau di nakali (dicabuli) oleh mbahnya Nazza”  
Sesha juga melhat kalau pepeknya (vagina) azza sedang di lap 
(dibersihin) oleh terdakwa terus dipakaikan celananya 
f. Bahwa menurut cerita dari anak saksi ( Sesha) waktu itu Sesha melihat 
di dalam kamar Nazza hanya ada terdakwa dan Azza 
g. Bahwa usia Azza (korban) waktu kejadian baru berumur sekitar 3 (tiga) 
tahunan 
h. Terhadap keterangan saksi. Terdakwa membeikan pendapat pada 
pokoknya terdaakwa tidak pernah melakukan perbuatan memasukan jari 
tanggan ke dalam kemaluan saksi Azza dan terdakwa menyatakan kalau 
dirinya bersih 
i. Terhadap pendapat dari terdakwa tersebut saksi tetap pada 
keterangannya dan terdakwa tetap pada pendapatnya sedangkan 
penasihat Hukum terdakwa akan menanggapinya dalam surat pembelaan  
5) Rohmat Bin Ahmad Reja (disumpah) saksi adalah ayah dari si korban 
memberikan keterangan sebagai berikut : 
a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan 
dengan peristiwa pencabulan yang dilakukkan oleh terdakwa terhadap 
anak kandung saksi bernama Azza yang baru berumur 3 tahun 10 bulan 



































b. Bahwa Azza Maulida Fajri lahir di banyumas tanggal 21 Desember 2010 
c. Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencabulan yang 
dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi namun saksi tidak tahu 
d. Bahwa saksi tahu adanya peristiwa pencabulan yakni hari sabtu tanggal 
04 oktober 2014 dari ibunya Azza yang menceritakan kalau terdakwa 
telah melakukan perbuatan cabul terhadap Azza dengan cara alat 
kelaminnya Azza ditusuk dengan jari tanggan oleh terdakwa yang 
dilakukan pada hari jumat tanggal 3 oktober 2014 sekitar pukul 18.15 
wib. Dirumah terdakwa  
e. Bahwa setelah kejadian ketika saksi Azza, ibu dan bapaknya Azza 
hendak ke Wonosalam, saksi sempat melihat Azza mengeluh kesakitan 
pada kemaluannya ketika hendak buang air kecil; 
f. Terhadap keterangan saksi. Terdakwa membeikan pendapat pada 
pokoknya terdaakwa tidak pernah melakukan perbuatan memasukan jari 
tanggan ke dalam kemaluan saksi Azza dan terdakwa menyatakan kalau 
dirinya bersih 
g. Terhadap pendapat dari terdakwa tersebut saksi tetap pada 
keterangannya dan terdakwa tetap pada pendapatnya sedangkan 
penasihat Hukum terdakwa akan menanggapinya dalam surat pembelaan  
6) Sudarti Binti Tirtasengaja  (disumpah) saksi adalah istri dari terdakwa 
memberikan keterangan sebagai berikut: 
a. Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa Warto 



































b. Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini yaitu mengenai tuduhan terhadap 
suami saksi dituduh melakukkan pelecehan sexsual terhadap anak 
dibawah umur; 
c. Bahwa yang menuduh suami saksi adalah ibu kandung korban; 
d. Bahwa suami saksi dituduh melakukan pelecehan pada hari jumat tangga 
03 oktober 2014 sekitar jam 18.15 (habis magrib) 
e. Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan suami saksi warto, anak saksi 
dan istrinya serta cucu saksi bernama Nazza; 
f. Bahwa setelah ibunya korban menyampaikan tuduhan tersebut kepada 
saksi kemudian saksi bertanya kepada menantunya yang juga tinggal 
serumah dengan suami saksi namun menantu saks juga tidak tahu 
menahu karena sedang berjuala angkringan. 
g. Bahwa pada malam kejadian saksi tidak berada dirumah karena waktu 
itu saksi sedang menghadiri resepsi (kondangan) dengan cucu saksi yang 
bernama Nazza; 
h. Bahwa pada waktu kondangan. Dirumah hanya tinggal suami saksi 
sedangkan anak saksi sedang berjualan angkringan bersama istrinya. 
i. Bahwa saksi pernah menanyakan tentang tuduhan pelecehan tersebur 
kepada suami saksi namun waktu itu suami saksi tidak melakukkanny; 
j. Bahwa saksi percaya kepada suaminya kalau dia tidak melakukkan 
seperti yang dituduhkan 
k. Bahwa pada waktu saksi hendak pergi ke undangan saksi melihat korban 
Azza datang kerumah saksi hendak bermain dengan cucunya saksi  



































l. Bahwa saksi tidak percaya kalau suami saksi melakukan pencabulan 
karena suami saksi bilang dirinya bersih tidak melakukan seperti apa 
yang dituduhkan oleh ibu korban 
m. Terhadap keterangan saksi. Terdakwa membenarkan dan menyatakan 
tidak keberatan sedangkan penasihat hukum terdakwa akan 
menanggapinya dalam surat pembelaan;  
7) Sri Lestari Binti Warto (disumpah) saksi adalah anak kandung dari terdakwa 
memberikan keterangan sebagai berikut: 
a. Bahwa terdakwa adalah bapak kandung saks 
b. Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui yaitu mengenaik bapak 
kandung saksi yang dituduh oleh orang tua korban melakukan pencabulan 
terhadap anak dibawah umur 
c. Bahwa setahu saksi usia korban saat itu berumur sekitar 3 tahun lebih 
d. Bahwa seperti yang dituduhkan kepada bapak saksi. Kejadiannya 
pelecehan pada hari jumat tangga 03 oktober 2014 sekitar jam 18.15 
(habis magrib) 
e. Bahwa setelah saksi diberitahu oleh ibu saksi. Kemudian saksi bertanya 
kepada istri adik saksi yang tinggal serumah dengan bapak saksi, namun 
istri adik saksi juga tidak tahu karena sedang berjualan angkringan; 
f. Bahwa sepengetahuan saksi kalau bapak saksi sedang dirumah suka diam 
saja karena mempunyai gangguan pada indera pendengarannya 
g. Bahwa saat kejadian ibu saksi juga sedang kondagan bersama cucu nya 
bernama Nazza jadi waktu itu yang ada dirumah hanya ada bapak saksi 



































h. Bahwa setelah kejadian saksi pernah bertemu dengan terdakwa namun 
karena terdakwa kondisi pendengarannya kurang baik maka saksi tidak 
sempat mengobrol atau menanyakan masalah pencabulan seperti yang 
dituduhkan kepada bapak saksi sebagai pelakunya 
i. Bahwa waktu saksi berangkat maupun pulang dari kondagan saksi tidak 
bertemu dengan bapak saksi dan juga saksi tidak tahu kalau bapak saksi 
pada waktu malam kejadian sempat datang atau berkunjung ke rumah 
saksi. Padahal waktu itu saksi pergi kondangan dirumah ada ibu mertua 
saksi dan anak saksi; 
j. Bahwa saksi sempat bertanya kepada ibu mertuanya “apakah waktu itu 
saksi kondangan bapak saksi datang ke rumah” dan di jawab oleh ibu 
mertuanya  saksi tidak ada seorang pun datang ke rumah pada waktu 
malam saat saksi pergi ke kondangan 
k. Bahwa setelah ada kesempatan yang baik. Akhirnya saksi memberanikan 
diri bertanya kepada bapak saksi tentang kebenaran kasus pencabulan 
yang dituduhkankepada bapak saksi dan waktu itu bapak saksi menjawab 
tidak melakukan bahkan mengucapkan sumpah Demi Allah dan dirinya 
(terdakwa/bapak saksi) mengatakan bersih tidak melakukkan pencabulan 
seperti yang dituduhkan; 
l. Terhadap keterangan saksi. Terdakwa membenarkan dan menyatakan 
tidak keberatan sedangkan penasihat hukum terdakwa akan 
menanggapinya dalam surat pembelaan;  
 



































2. Keterangan Terdakwa 
  Terdakwa Warto Bin Ranudipraja dipersidanga memberikan keterangan 
pada pokoknya  sebagai berikut : 
a. Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan 
dengan tuduhan pencabulan yang dilakukkan terhadap anak perempuan 
dibawah umur bernama Azza  
b. Bahwa yang menuduh terdakwa mencabuli Azza yakni ibu kandung Azza 
c. Bahwa tuduhan tersebut terdakwa mencabuli Azza dengan cara memasuka 
jari telunjuk ke dalam kemaluan Azza padahal terdakwa sama sekali tidak 
melakukkannya 
d. Bahwa azza adalah teman main cucu perempuan terdakwa yang bernama 
Nazza 
e. Bahwa terdakwa dituduh melakukan pencabulan terhadap Azza pada hari 
jumat tanggal 03 oktober 2014  
f. Bahwa waktu malam itu terdakwa tidak melihat sesha 
g. Bahwa barang bukti berupa pakaian tersebut terdakwa tidak mengenalnya 
karena baju yang dipakai azza waktu malam kejadian yang dituduhkanya , 
baju yang dipakai Azza adalah baju langsungan / terusan warna hijau 
h. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum melakukkan sesuatu tindak 
pidana sebelumnya 
i. Behwa terdakwa tidak menyesal karena terdakwa tidak melakukkan 
pencabulan sebagaimana yang dituduhkan dan terdakwa merasa dirinya 
bersih; 



































Adapun barang bukti yang diajukan di dalam persidangan yaitu berupa : 
a.  1 (satu) potong kaos anak-anak berwarna putih garis hitam, 1 (satu) 
potong celana panjang anak-anak berwarna kuning, 1 (satu) potong 
kaos dalam anak- anak berwarna kuning. 
 Jadi kesimpulan dari pokok permasalahan dan keterangan saksi serta 
keterangan terdakwa dapat disimpulkan  bahwa terdakwa Warto Bin Ranudipraja 
mengelak atas tuduhan yang dituduhkan yaitu melakukan pencabulan terhadap 
anak dibawah umur  dan berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor 
:R/36/X/2014/Urkes sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi 
Azza Maulida Fajri oleh Dr.Kristiana Hartati ditemukan adanya luka robekan 
baru pada selaput dara (Hymen) sampai dasar pada posisi jam 13.00 yang 
diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul karena adanya bukti terdakwa Warto 
Bin Ranudipraja harus menerima hukuman yang diputuskan dalam persidangan 
oleh Majelis Hakim pengadilan Banyumas untuk terdakwa Warto Bin 
Ranudipraja 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar RP.60.000.000 (Enam 
Puluh Juta Rupiah). 
B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam meyelesaikan 
Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah umur dalam Direktori putusan 
Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Bms 
 
  Berdasarkan uraian diatas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam menyelesaikan perkara tersebut 
sebagai berikut : 



































Terdakwa Warto Bin Ranudipraja telah melakukan tindak pidana pencabulan 
anak dibawah umur yang dirumuskan  dalam Pasal 82 Undang- Undang RI 
Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Adapun Unsur-Unsur tindak 
pidana pencabulan anak dibawah umur sebagai berikut : 
1. Unsur “Setiap Orang “ yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang 
sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam dirinya tidak 
terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila 
melakukkan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban. 
2. Ad 2 dan Ad 3 Unsur “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan 
Cabul”  terhadap unsur ke dua atau ketiga ini akan sekaligus 
dipertimbangkan di dalam kasus ini karena satu sama lain saling terkait 
erat sehingga pembahasan satu unsur akan langsung terkait dengan unsur 
lainnya. 
  Dalam kasusi ini tindak pidana pencabulan anak dibawah umur oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Banyumas memutus kasus ini berlandasan pada Pasal 
82 Undang –Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dijelaskan diatas 
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa (semua unsure terpenuhi). 
C.  Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri 
Banyumas 
 



































  Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
dihubungkan dengan barang bukti maka majelis hakim memperoleh Fakta- fakta 
hukum sebagai berikut: 
a. Bahwa terdakwa Warto Bin Ranudipraja diduga sebagai pelaku tindak pidana 
pencabulan terhadap korban seorang anak perempuan yang bernama Azza 
Maulida Fajri 
b. Bahwa terdakwa mengalami gangguan pendengaran sejak masih muda 
c. Bahwa pada waktu korban Azza Maulida Fajri dicabuli oleh terdakwa. Korban 
baru berumur 3 tahun 
d. Bahwa keterangan mengenai umur korban Azza Maulida Fajri sesuai dengan 
kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111/R-20/2011 tanggal 28 januari 2011 yang 
dikeluarkan oleh Drs.Muhammad Rofiq Widadi,MM. selaku kepala dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil banyumas di purwokerto. Menerangkan 
bahwa Azza (korban) lahir di Banyumas pada tanggal 17 Desember 2010  
e. Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 03 
oktober 2014 sekitar pukul 18.30 Wib. 
f. Bahwa korban Azza dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa 
memasukkan jari tanggan ke dalam kemaluan korban. 
g. Bahwa korban sedang bermain di dalam kamar tidur cucu terdakwa. Tepatnya 
diatas ranjang ditemani oleh terdakwa sambil tiduran kemudian terdakwa 
memasukan jari tanggannya kedalam kemaluan korban. 



































h. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban Azza Maulida 
mengalami sakit bagian kemaluannya terutama korban merasa kesakitaan saat 
membuang air kecil. 
i. Bahwa terhadap diri korban Azza telah dilakukan pemeriksaan denga cara di 
visum sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/36/X/2014/Urkes yang 
dibuat oleh dr Kristiana Hartati, dokter kepolisian Negara Republik Indonesia 
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pemeriksaan fisik yang dilakukan 
terhadap perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan baru pada selaput 
dara (hymen) sampai dasar pada posisi jam 1 yang diakibatkan karena 
kekerasan benda tumpul. 
j. Bahwa dipersidanga terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan alasan 
terdakwa bersih karena tidak melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang 
telah dituduhkan, 
  Menimbang untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak 
pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur 
dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya; 
  Bahwa terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan 
berbentuk alternatif yaitu kesatu : melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 
23 Tahun 2002 terntang perlindungan anak atau kedua : melanggar dalam Pasal 
290 Ayat (2) KUHP 
  Bahwa karena terdakwa di dakwa oleh penutut umum dengan dakwaan 
berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang 
sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih 



































dahulu mempertimbangkan  dakwaan  kesatu . dan dalam menentukan unsur-unsur 
tindak pidana pencabulan anak dibawah umur sebagai berikut : 
1. Unsur “setiap Orang” 
2. Ad 2 dan Ad 3. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul” 
  Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan 
yang telah dilakukan terdakwa WartoBin Ranudipraja telah memenuhi seluruh 
unsur-unsur dari dakwaan kesatu  sehingga Majelis berkesimpulan bahwa 
terdakwa terbukti secara sah dan menyakinka melakukan tindak pidana yang di 
dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak 
  Bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini 
Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun sebagai alasan 
pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di 
lakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; 
  Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu 
dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan: 
Hal-hal yang memberatkan 
1. Perbuatan terdakwa telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan yang 
hidup dalam masyarakat 
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 



































3. Terdakwa berbelit- belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui 
perbuatannya. 
Hal-hal yang meringankan: 
1. Terdakwa belum pernah dihukum  
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 
D. Amar Putusan 
  Didalam putusan ini menyatakan bahwa terdakwa Warto Bin Ranudipraja 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan 
sengaja melakukan kekerasan, memaksa membujuk anak melakukan perbuatan 
cabul” dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa  dengan pidana penjara 3 
(tiga) tahun dan denda sejumlah RP.60.000.000 dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 
bulan 
  Dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangi seluruh-luruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta terdakwa tetap di 
dalam tahanan dan menyatakan barang bukti : 1 (satu) potong kaos anak-anak 
berwarna putih garis hitam, 1 (satu) potong celana panjang anak-anak berwarna 
kuning, 1 (satu) potong kaos dalam anak- anak berwarna kuning.semua alat bukti 
sudah dikembalikan kepada yag berhak dan membebankan kepada terdakwa 
untuk biaya perkara sebesar Rp.2000- 
  Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis hakim 
Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 oleh 
Afif Januarsyah Saleh, SH.,M.H., sebagai Hakim ketua, Asyrotun Mugiastuti, 



































S.H.,M.H., dan Tri Wahyudi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. 
Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin 
tanggal 07 September 2015 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi 
Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Sudarsijah, Panitera pengganti. 
Serta dihadiri oleh Purnomo, S.H., jaksa penutut Umum pada kejaksaan Negeri 
Banyumas dan terdakwa dengan didampingi penasihat Hukumnya.


































ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP KEKUATAN 
KESAKSIAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA 
PENCABULAN ANAK (STUDI DIREKTORI PUTUSAN NOMOR 
55/PID.SUS/2015/PN.BMS) 
 
A. Analisis kekuatan kesaksian anak dibawah umur Dalam Tindak Pidana 
Pencabulan Anak (Studi Direktori Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms) 
 
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms merupakan kasus mengenai 
tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dalam Direktori 
Putusan ini, terdapat dua belas saksi yang akan diminta keterangannya  
terdiri dari sepuluh orang dewasa dan dua anak yang masih dibawah umur. 
Sebagaimana telah penulis uraikan bahwa dalam memberikan kesaksian 
di pengadilan. Anak dibawah umur tidak bisa diambil sumpahnya sedangkan 
kesaksian yang dianggap sah adalah kesaksian yang diberikan di bawah 
sumpah. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) yang 
berbunyi “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah 
atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan 
memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang 
sebenarnya”.50 Jelas dalam pasal tersebut dapat dikatakan saksi wajib 
disumpah sebelum memberikan keterangan sesuai dengan agama yang diatur 
masing-masing.  
                                                          
50
 KUHAP…,234 



































Dalam hal ini majelis hakim memutus perkara ini menggunakan 
ketentuan pengecualian yang ada dalam Pasal 171 Huruf (a) KUHAP, dalam 
Pasal tersebut dijelaskan yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan 
tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan 
belum pernah kawin. Isi Pasal ini menjeskan bahwa keterangan yang 
diberikan oleh saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 bukan 
merupakan alat bukti yang sah, tetapi keterangan mereka hanya digunakan 
sebagai petunjuk. Agar dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti 
petunjuk yang sah dan diperlukan adanya alat bukti yang sah terlebih dahulu, 
dengan ketentuan paling sedikit telah terdapat dua alat bukti yang sah, serta 
adanya persesuaian antara keterangan yang diberikan oleh anak dibawah 
umur dengan keterangan saksi lainnya. 
berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa anak yang masih 
dibawah umur tidak bisa di jadikan saksi akan tetapi cuma bisa dijadikan 
sebagai alat bukti yang sah. Untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran 
tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni Warto, dalam putusan 
pengadilan negeri banyumas nomor 55/pid.sus/2015/pn.bms pada proses 
pembuktian telah didapatkan beberapa keterangan saksi, diantara keterangan 
saksi yang masih dibawah umur yakni Azza Maulida Fajri adalah anak dari 
rohmat dan Sesha Najmi Nararya adalah teman bermain dari Azza Maulida 
Fajri. Keduanya merupakan saksi yang ditanyai keterangannya di dalam 
sidang. Dan beberapa keterangan saksi orang dewasa dalam hal ini, Saksi 
yuyun krisnani dan saksi rohmat adalah orang tua kandung dari azza 



































memberikan keterangan bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa 
melakukan tindak pencabulan yang dilakukan nya terhadap korban. 
Kejadiannya bermula pada hari jumat tanggal 3 oktober 2014 sekira jam 
18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun2014. Bertempat di 
rumah terdakwa jln arjuna desa desa sokaraja kidul rt2 rw2 kecamatan 
sokaraja kabupaten banyumas. Bahwa saksi telah mengetahui barang bukti 
berupa 1 (satu) potong kaos anak-anak bewarna putih garis hitam, 1 (satu) 
potong celana panjang anak-anak berwarna kuning, 1 (satu) potong kaos 
dalam anak-anak berwarna kuning. Demikian pula, didukung oleh hasil 
pemeriksaan dari visum et repertum nomor: R/36/X/2014/URKES 
sebagaiman pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi azza dari dr. kristiana 
hartati selaku dokter dari kepolisian republik Indonesia daerah jawa tengah 
resor banyumas dan dari hasil pemeriksaan fisik tersebut bahwa disimpulkan 
telah ditemukan luka robek pada selaput darah. Dan bahwa saksi menyatakan 
terdakwa ditangkap karena melakukan pencabulan. Kejadiannya pada tanggal 
3 oktober 2014 sukoraja. Dan para saksi juga mengetahui barang bukti yang 
diperlihatkan didalam sidang.  
dari keretangan yang diuraikan diatas disini yang menjadi fokus penulis 
adalah saksi anak dibawah umur yakni saksi azza dan saksi sesha. kedua saksi 
tersebut saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur. Terhadap kedua 
keterangan saksi tersebut penuntut umum menyatakan keberatannya perihal 
tidak disumpahnya kedua keterangan saksi tersebut. Namun majelis hakim 
menggangap perlu mereka didengar keterangannya sesuai dengan asas unus 



































testis nulus testis atau satu saksi bukan saksi. sehingga Majelis Hakim 
memberikan kesempatan yang sama kepada saksi yang lain untuk 
memeberikan keterangannya. 
Sesuai dengan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi terdapat 
pengecualian dalam Pasal 171 yang diuraikan di atas, M. Yahya Harahap 
dalam bukunya menjelaskan bahwa nilai keterangan saksi yang dimaksud 
dalam Pasal 171 tersebut dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah.
51
 
tanpa melupakan penjelasan pasal 171 kuhap, penulis berpendapat bahwa 
keterangan saksi dibawah umur bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi 
keterangan ini dapat dijadikan sebagai penambah keyakinan hakim dalam 
memutus perkara dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP 
bahwa keterangan ini dapat digunakan sebagai petunjuk. 
Karena keterangan yang diberikan oleh anak di bawah umur adalah bukan 
alat bukti yang sah,  maka penulis melihat perlu untuk diperdengarkan 
kesaksian dari orang dewasa yang dibawah sumpah. Dalam Putusan ini 
terdapat seorang saksi yang merupakan orang dewasa, yakni saksi yuyun dan 
saksi rohmat.  Saksi yuyun dan saksi rohmat memberikan keterangan bahwa 
saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan 
tindak pencabulan. Kejadiannya pada hari jumat tanggal 3 oktober 2014 
sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun2014. 
                                                          
51
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan,Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), (Jakarta: Sinar Grafika: 2015), 293 



































Bertempat di rumah terdakwa jln arjuna desa desa sokaraja kidul  RT 02 RW 
02 kecamatan sokaraja kabupaten banyumas.  
Sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut, sebenarnya telah 
terdapat persesuian keterangan antara saksi azza dan saksi sesha yang 
merupakan saksi yang masih dibawah umur dengan keterangan saksi dewasa. 
Jika dilihat dari uraian tersebut, maka penulis berpendapat meski keterangan 
dari saksi azza dan saksi sesha bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi 
keterangan mereka masih bisa digunakan sebagai tambahan alat bukti yang 
sah lainnya, sebagai petunjuk, maupun penambah keyakinan hakim dengan 
syarat terdapat persesuaian dengan keterangan saksi dewasa.  
B. Analisis kekuatan Kesaksian Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum 
Acara Pidana Islam Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Direktori 
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms) 
 
Dalam Hukum Pidana Islam, seorang saksi yang dimintai keterangannya 
harus memenuhi kriteria saksi. Sebagaimana yang telah diuraikan 
Sebelumnya, diantara kriteria saksi dalam hukum pidana Islam adalah adil, 
berakal, dan dewasa. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang telah 
disepakati oleh ahli fiqih sebagai kriteria seorang saksi yang dapat 
didengarkan keterangannya. 
Dalam Hukum Acara Pidana Islam memberikan kesaksian hukumnya 
adalah fardu ‘ain bagi orang yang memikulnya bila dipanggil untuk itu dan 
kekhawatiran kebenaran akan hilang. Bahkan wajib apabila dikhawatirkan 
lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil  



































Kewajiban tersebut sejalan dengan yang terdapat dalam pasal 159 ayat (2) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dalam hal saksi tidak hadir, 
meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai 
cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak mau hadir, maka hakim 
ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke 
persidangan. Seorang saksi harus memenuhi kriteria berakal dan dewasa, hal 
ini dikarenakan orang yang gila atau yang akalnya terganggu tidak dapat 
diterima kesaksiannya sebab mereka tidak akan mampu memberikan 
keterangan secara baik dan kebenarannya juga diragukan. Demikian pula 
dengan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka tidak bisa didengar 
kesaksiannya, sebab mereka dalam memberi keterangan sangat mudah 
dipengaruhi dengan tekanan-tekanan, dan terkadang juga tidak ditemukan 
persesuaian diantara keterangan mereka.  
Selain itu, syarat atau kriteria sebagai seorang saksi juga harus adil, dan 
diantara syarat keadilan itu adalah kedewasaan. Hal ini telah disepakati oleh 
jumhur ulama, bahwa dewasa merupakan salah satu syarat keadilan. Oleh 
sebab itu, kesaksian anak-anak tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi 
unsur keadilan. Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama, 
tentang kesaksian anak di bawah umur. Imam Malik memperbolehkan 
kesaksian mereka dalam perkara pelukaan atau penganiayaan selama mereka 
masih berada satu tempat dan belum terpisah satu dengan yang lain. Adapun 
pendapat ulama seperti Imam Syafi‟i, Abu Hanifah, dan Ahmad, mereka 
mutlak menolak kesaksian anak di bawah umur. Demikian pulan 



































diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib membolehkan kesaksian anak 
terhadap anak sebagaimana diterimanya kesaksian budak terhadap budak 
lainnya.  
Dalam hal ini, Penulis lebih sepakat dengan pendapat Imam Syafi‟i, Abu 
hanifah, dan Ahmad yang menolak secara mutlak kesaksian anak di bawah 
umur. Sebab sebagai seorang saksi memang diperlukan yang adil, berakal, 
dan dewasa. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak 
bisa diambil keterangannya sebagai seorang saksi karena syarat-syarat 
sebagai seorang saksi tidak terpenuhi.  
Selain itu, anak di bawah umur juga belum cakap hukum, sehingga 
terhadap mereka belum bisa dikenai kewajiban-kewajiban hukum atau syara’. 
Hal ini bisa dilihat bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak mendapat 
dosa karena meninggalkan sholat, puasa, dan kewajiban-kewajian lain yang 
disyariatkan. Oleh sebab itulah, Penulis berpandangan bahwa terhadap anak 
di bawah umur tidak dapat didengar kesaksiannya, sebab jika mereka 
berbohong dalam memberikan kesaksiannya, maka terhadap mereka tidak 
bisa dikenakan hukuman atau mereka tidak berdosa atas kebohongannya. 
Maka penulis berpendapat, sebagaimana dalam Putusan Nomor 
55/Pid.Sus/2015/PN.bms. hakim sebaiknya mendatangkan saksi yang sesuai 
dengan kriteria adil, berakal, dan dewasa. Penulis beranggapan bahwa perlu 
bagi Hakim untuk meminta didatangkan lagi setidaknya seorang lagi saksi 



































yang berakal dan dewasa agar dapat terpenuhi syarat-syarat pembuktian 
dengan alat bukti saksi setidaknya dengan dua orang saksi.  
terdapat dua orang saksi laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang 
perempuan yang diridhai, agar dapat menguatkan persaksian satu dengan 
yang lain. Terhadap putusan yang telah diuraikan sebelumnya hanya terdapat 
seorang saksi laki-laki saja dengan dua saksi anak yang masih di bawah umur. 
Selain itu dalam kasus yang terdapat dalam putusan 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms 
adalah seorang anak kecil yang melihat tindak pencabulan. Ini dapat 
dibuktikan dengan membaca keterangan yang di berikan oleh saksi sesha dan 
saksi azza, bahwa saksi korban yang bernama azza telah mengalami tindak 
kejahatan pencabulan. Dalam hal ini penulis juga memandang, meskipun anak 
tersebut sebagai korban, dalam hukum pidana Islam tidak dapat diterima 
kesaksian anak dibawah umur Sehingga, menurut Penulis sangatlah 
diperlukan saksi diluar tersebut dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi. 
Putusan nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms merupakan kasus tindak 
pencabulan terhadap anak. Dalam hukum pidana Islam, ulama yang 
memperbolehkan kesaksian anak di bawah umur yaitu Imam Malik, itu juga 
terhadap kasus penganiayaan saja, dan dengan syarat anak-anak tersebut 
belum terpisah tempat. Sedangkan Ali bin Abi Thalib membolehkan 
kesaksian anak terhadap anak, bukan anak terhadap orang tuanya. Sebab, 
kesaksian anak terhadap orang tuanya tidak dapat diterima, demikian 
kesaksian orang tua terhadap anaknya juga tidak dapat diterima. Sehingga 



































dalam hal ini, dalam perspektif hukum pidana Islam, putusan tersebut dapat 
dikatakan tidak sah, dikarenakan menggunakan kesaksian anak di bawah 
umur sebagai dasar memutuskan dimana terdapat seorang saksi yang dewasa. 
Dari segi jumlah, bahwa dalam putusan ini hanya terdapat dua orang saksi 
anak di bawah umur, sedangkan ulama yang membolehkan kesaksian anak di 
bawah umur untuk didengarkan mensyaratkan bahwa kuantitasnya lebih dari 
dua orang anak, dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan,
52
 
kesaksiannya terhadap orang dewasa bahwa ia telah membunuh temannya, 
atau kesaksiannya terhadap temannya bahwa dia telah membunuh seorang 
dewasa tidak dapat diterima
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Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis maka 
dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang 
menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan 
kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa di dalam direktori putusan nomor 55/Pid.Sus/2015/Pn.Bms 
majelis hakim memutus bahwa terdakwa warto bin ranudipraja 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak 
pidana pencabulan dan terdakwa dihukum dengan pasal 82 
Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak dengan hukuman ancaman pidana selama 3 tahun dan denda 
sejumlah RP 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).  
2. Dalam Hukum Acara Pidana Islam seorang saksi haruslah 
memiliki beberapa kriteria diantaranya adalah adil, berakal, dan 
dewasa. Salah satu yang harus dimiliki oleh seorang saksi adalah 
sifat adil, dewasa dan berakal adalah salah satu syarat adanya sifat 



































adil. Sehingga, kesaksian anak di bawah umur berarti tidak dapat 
diterima, karena terhadap mereka belum memenuhi syarat dewasa, 
berakal, dan adil. Serta, mereka juga belum bisa dikenakan 
kewajiban-kewajiban hukum, atau dengan kata lain mereka belum 
cakap hukum.  
 
B. Saran  
1.  Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini, sebaiknya 
mempertimbangkan keberadaan saksi-saksi yang dewasa, atau saksi-saksi 
yang bisa diambil sumpahnya sehingga suatu tindak pidana yang 
didakwakan dapat terbukti secara keseluruhan. dan  keterangan saksi anak 
di bawah umur yang bukan merupakan alat bukti yang sah bisa menjadi 
penambah keyakinan Hakim saat memutuskan perkara. 
2. Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah mempertimbangkan 
dengan hati-hati berbagai hal yang berkaitan dengan kasus pidana 
tersebut.  Karena sekecil apapun hal yang berkaitan dengan suatu 
peristiwa pidana itu, pasti akan meberikan dampak terhadap hukuman 
terdakwa.  
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